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III 

RINGKASAN 

ASPEK TANGGUNG GUGAT BANK DALAM KONTRAK TRANSAKSI 

DERIVATIF (Fifi Junita, Gianto Al Imron, 2002, 55 halaman) 

Transaksi derivatif yang muncnl sebagai akibat perkemballgan sistem iIlt~rn~si 

dan komunikasi mempakan suatu bentuk transaksi ymlg berisiko tinggi (high hsk) 

karen a bersifhl untung-untungan. Di daIanl Surat Keputusan Direksi Bank 

Indonesia Nomer 28/119lKEPIDIR tentang Transaksi Derivat.if telah ditetapkan 

ranlbu-rambu pelaksanaan transaksi derivatif Namun hingga saat ini belum 

diikuti dengan pengaturan secara tegas tentang aspek tanggung gugat bank dalam 

peJaks<U13an tnmsaksi derivatif 

Penelitian ini berhtiuan untuk mengetahlli aspek tanggung gugat bank dalam 

kontrak 'transaksi derivatif dan juga untuk mengetahui upaya-upaya yang hams 

dilakukan oleh bank dalam f<Ulgka meminimaJbll1 risiko d31-j tram:nksi d.;:riv;}tif 

, . . , , 
P(';!(!;:KanUj 

statuJ.ory approach, HlE'ngingat telaah terhadap permasalahan peneiitian ini 

bersumber pada materi penlIldang-undangan. Untuk mendukung ka.iian tersebut, 

digunakan bahan hukum primer dall bahan hukum st~kundeL Bahan hukum primer 

bempa peratllran pemndang-llndangan tentang perbankan, dan beberapa surat 

keplltuSall direksi Ballk Indonesia. Sedangkan ballan hukum sc~kllJlder bel1lpa 

berbagai bahan baca1m yang memuai materi yang relevan dengan bidang k~iian 

ini. Bahan-bahan hukurn yang berhasil diklll1lpulkan diinvelltarisasi dall 

identifikasi, seJanjutnya melakukrul sistematisasi terhadap keselullIhan ballan 

hukul1l yang ada_ Pada akhimya diallalisis dE'ngan menggunakan pBnalm-an 

deduh1ifdis8Iiai uraiml deskriptifyang heris'ifat kritis <Ulalitis. 

Ha'3il pellditian mt'l1unjukkan bahwa belum terdapat perlindungan hukul1l secara 

maksimal terhadap nasabah dalam pelaksanaan tnmsaksi derivatif Meskipun 



belum terdapat pengatunm secara khusus, namun pihak nasabah yang dimgikan 

abbat trallsaksi d"rivatif dapat mt~llUntut ganti kerugian dengan mendasru'kan 

pada hubungan kontraktual maupun atas da'>ru' perbuatan melanggar hukum (tort) 

sebagaimana diatur di dahun Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata). Jika bank melakukrul transaksi derivatifuntuk kepentingan nasaball dan 

kontrak trallsaksi derivatif temyata mengandung unsur pellipuan maupun 

penyalahgunaan keadarul, maka berdasar padal 1321 Burgerlijk Wetboekdapat 

di~llkan gllgat pembaJalrul drul ganti mgi. Apabila kontrak trans aks i derivatif 

dilakukan untuk kepentingan bank selldiri, maka bank atas dasru' p€"rbllatan 

melanggar hukum juga akan beltanggung gugat terhadap nasabah jika transaksi 

derivatiftersebut mengakibatkan kerugirul terhadap nasabah brulk sekalipun tidak 

terdapat hubungan kontraktuaL Nrunun, kendala utama adalah aspek pembuktian, 

mengingai kurangnya pengetahuan nasabah tentang transaksi derivaiif 

Berdasru'krul prinsip perwakilrul, j ika pelaksallaan transaksi derivatif mengandullg 

ummr kesalahan, maka yang bertrulggung gug~t atas kerugian tersebut adalah bank 

sebagai badan hukum, para pengufus serta pemegang sahamlpemilik bank secara 

bersama-srumvhnggung renteng (faint liability). Mengingat lransaksi derivatif 

mt>ugandung risiko tinggi (high risk), maka bank dalam melaksanakan transaksi 

(\0rivaiifharus didasm-kan pwla asas kehati-hati~m (prudentia.l ba.nking principle:;) 

sebagaimana ditegaskan di dalrun Undallg-Undrulg Nomer 7 TallUn 1992 dan 

U ndang- U ndang N orner 10 TallUn 1998 tdntang Perubahan atas U ndang-Undang 

Nomer 7 Tahull 1992, St~Jta rrullbu-rmnbu pelaksanaan trans aks i derivatif 

sebagaimana diatur di dalam Surat Keputus3l1 Direksi Bank Indonosia Nomer 

28/119/1:EP/DIR tentang Transaksi Derivatif dan Sural Edaran Bauk Indonesia 

Nomer 28iJS/UD. 



Disanmkan perlunya pengatura..rl aspek tanggung gugat bank secara tegas di dalam 

peraturan perundang-uJl(iangan (legislaTion), tidak hanya dalam beutuk wrat 

kt'pulusan Bank Indonesia (regulation) yang diikuti dengan kemudahan sistem 

pembuktian. 

(L.P. Jurusan Hukum Perdata Ifakultas Hukum U ni\'ersitas Airlangga 
Nomer Kontrak: 690/J03.2/PG/2002, 30 Mei 2002) 



SUMl\-1ARY 

THE LIABILITY 0 F THE BANK IN THE DERIVATIVE CONTRACT 
TRANSACTION 

Fifi Junita, Gianto Ai Imron 
Department of Law 

Faculty of Law, Airlangga University 
, ' 

Derivative transaction which arise a'3 an impact of the sophisticated information 
and communication systems is a high risk transaction or zero sum bussiness. So, 
effort have to be done in order to increase a legal protection for the bank 
customer. Unfortunately, there have not been any act which obviously determine 
the liability of the bank in related to derivative transaction. The management 
board of Indonesian bank decree No. 28l119lKEPlDIR abaout derivative 
transaction only confirm about the prudential principles in carrying out derivative 
transaction. 
The aim of this research is to know about the liability of the bank in derivative 
transaction. 
This research is nonnative, method used in analizing this problems is statutory 
approach that is refer to regulation such as : Burgerlijk Wetboek and banking act. 

'TIle result of this research shows that there is no ma.xim~ legal protection to the 
bank customer in callying out the derivative transactioll. However, if the b311k 
customer being suffered by the implementation of derivative tnmsaction nf the 
bank, they still can ask the bank for his damages if it based on the contractual 
relationship or tortious liability. If the bank in carrying out the derivative 
transaction breach their 1iduciary relationship (undue intluence), the derivative 
contract could be claimed to be cancelled and the have to pay compensation for 
the customers. If the derivative transaction wa'3 conducted for the importance of 
the bank itself and it cause harmless, so the bank have to liable in the ground of 
tortious liability although there is not any contract bet\.veen the bank and their 
customers. But the humpers to enforce tOltioHS liability is the dit11culties of 
verification. According to 'the piercing the cOlvorate veil' and 'fidllcim:.' dutie:,; 
·principles. jf thef2 is :U1}~ tOll that ~uff:r9d fth l

. CU:)iOEk'r., ~:o th~;. b~iH.k it~:.21f ~LS ~.~ 

hO~li"d of b:1nk )1};Hl~l£::::!JKm Jnd :+':0 the shareholder joimi,}' li::lbie \0 

C()llljJC\i::;ail; t(H· the loss. According to derivative transaction as a high risk 
bussiness, so there are some guideline in conducting derivative transaction as 
being regulated in Banking Act No. 7/1992 jo. Banking Act No. 10/1998 ann. also 
the management board of Indonesian Bank's decree No. 28l119/KEP!DIR about 
the derivative tr'illsaction. 



Finally, it suggested that the liability of the bank in the derivative transaction 
should be created in the form of legislation (act), not just in the form of 
Indonesian bank's decree. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah 

Dalam era globalisasi yang ditunjang dengan teknologi sistem informasi 

. 
dan k.o~unikasi yang semakin canggih, telah mendorong berkembangnya produk 

pac:;ar finansial internasional, termac:;uk transaksi derivatifyang telah dipraktekkan 

di banyak negara. I Bisnis dalam bentuk transaksi derivatif ini sudah lazim 

dipraktekkan di fomm intemasional, bajk di negara penganut sistem hukum anglo 

saxon maupun sistem kontinental.2 

Kondisi ini didukung pula dengan adanya asas kebebasan berkontrak 

(freedom of contract) sebagaimana dianut dalam pasa! 1338 ayat (1) Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, yallg seJanjutnya disebut Bw'gerlijk vVetboek 

(BW), ' yang memberikan pelUallg dan kemudahan bagi para pibak untuk 

menuangkan kehendaknya dalam bentuk p cr:.im~iian apapun. Pasal 1338 ayat (J ) 

BlIrgerlijk Wetboek menyatakan baJ1\'va "semua pe!jm~ii ~U1 yilllg dibuat secara sah 

berlakll sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya " 

Istilah 'semua' di dalamnya terkandung asas partij autonomie; freedom of 
contract; contract vTijheid - memang sepenuhnya menyerahkan kepada para. 
pihak mengenai isi maupun bentuk perjarljian yang akan mereka buat, 
terma<Juk penuangan dalaln bentuk kontrak standar. :3 

1 Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XV, No 178, Juli, 2000, h. 55 . 
2 Ibid. 
J Agus Yudha Hemoko, "Pengembangan Kontrak '\Vin-Win' Di Dunia Bisnis, Arruia, 

Vol. 2, N'o . 1, Januari, 2000, h. 39. 



2 

Sejalan dengan pasal 1338 ayat (1) Burgerlijk Wetboek tersebut, lahirlah 

berbagai bentuk dan .model kontrak guna menampung kebutuhan pral1ek para 

pelaku bisnis. Banyak sekali model kontrak bam dalam bentuk onbenoemde 

contracten (konll"ak-kontrak tak bernama)4 yaJlg timbul sebagai akibat kebutuhan 

prnktek, antara lain: fidusia: l,~asing (sewa guna usaha), .. ,ales and lease bact:, 

tennasuk pula transaksi derivatif 

Pengaturan hukum yang belum memadai mengenai transaksi derivatif 

sangat mengkhwatirkan. Mengingat transaksi ini di pasar uang dan valuta asing 

selain dapat memberikall keuntungan, juga mengandung resiko tinggi karena 

sifatnya spekulasL sehinf,ga bilamana melibatkml lE'mbaga kemmgan bank hams 

Pelalll transaksi derivatif kini semakin banyak yang menuai bencana 
Soalnya, belakangan h31'i ini, kasus-kasus gugatan, baik dari pihak bank 
maupun dari pihak nasabah, kian ba~ly~lk memasuki mang sidang 
pengadilan. -" 

Hal ini mengingat lemhaga perbankan mempakan suatu lembaga intermediasi 

(intermedia~y institution), yakni : bank mengumpulkan dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kepada ma.syarakat dalam bentuk tlliiilitas kredit. 6 Oleh karena 

4 Menull.lt pasa! 1313 Btrrgerlijk \Vetboek terdapat dua jellis kontrak, yakni . kontral: 
bemama (benoemde t.-r:mJ:racten; dan konu'ak tidak bematna (otlbenoemde contlt1.cteni. Kontl'ak 
bemanl3. adalall kontrak yang diatur secant khuslJS di dalanl Burgerlijk YN etboek. sepl::lti: kontrak 
jual belL Sedangkan kontrak tidak bemarna 3dalah t.trbagai rnac:am kontrak yang tidak adf.! 
pengatlrrarmya secara khusus di dalam Burgerlijk Wetboek. Akan tetapi. kontrak-kontrak tf'fsebuL 
har'Lls rnernenuhi syal'at-syal'at k.eabsahan suatu konu'ak yang terCatltum di dalal'll pasal i 320 
Burgerlijk Wetboek. 

5 Anonim. "Menyoal Keabsahan Transaksi Derivatif'. Newslett.er. No. 37/X. Juni.1999, 
h.32. 

6 Trisadini Prasastinah Usanti, PerjCllyiatl PembiJ.<yaan [iarail Di Ling!a<"I"~cm Pm.l.: 
S.yariah, tesis,Progr?Hl P:-lsc:~saJ~iana, Universitas Ji..irlaJ-lgga, Surabaya, 2001. 
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itu, bank merupakan lembaga yang dipercayauntuk menghimpun dana dari 

masyarakat dan mengalokasikan dana-dana tersebut secara bertanggungjawab. 

Dalam kaitallnya dengan kontrak transaksi derivatif yang dilakukan oleh 

bank untuk kepentingan nasabah, haruslah benar-benar didasarkan atas asas 

keterbukaan (full and jiJir disclosure), yang kesemuanya ini perlu ditegaskan 

dalam peraturan pefurldang-undangan. Namun, selama ini pengaturan hukum 

yang melandasi eksistensi transaksi derivatif dalam praliek dan sistem hukum di 

Indonesia masih pada tingkat regulasi. Akibatnya., kurang memberikall jaminan 

kepastjan dan keadilan hukum bagi para pihak yang ted.ibat dalam kontrak 

transaksi derivatif 

RUMUSAN MASALAH 

Berdasru'kan tn-aian tersebut di atas, permasalahan yang akan dibalms 
t. 

dalam penelitian ini adatah : 

1. Bagaimanakah tanggung gugat bank dalam kontrak transaksi derivatif? 

2. Bagaimanakah upaya bank untuk meminimalkan risiko dalam kontrak 

transaksi derivatif? 



, BAB II 

TINJAU AN PUST AKA 

1. Transaksi Derivatif : Eksistensi, Delmisi dan Jenisnya 

4 

Nasabah bank adalah pihak mauplln badan/lembaga yang memperoleh jasa 

pelayanan bank dalam rangka bank mellialankan usahanya Sejalan dengan 

perkembangan bisnis, kini bank tidak hanya memberikan fasilitas pembiayaan 

dalanl bentuk peljalljian kredit. Dalam praktek bisllis yang semakill canggih, bank 

dapat memberikan bantuan (keuangan) abm permodalan dalam bentuk fasilitas­

fasilitas transaksi derivatif Sebagai contoh, fasilitas transaksi derivatif yang 

peruah diberikan oleh Bank Niaga Thk Terhadap PT Surya Mas Duta Makmur 

10k. dan PT Dharmala Agrifood Thk. 

Melalui fasilitas tersebut, perikatan antara bank dan nasabah teljadi karena 

nasabah memperoleh ja.'3a pelayanan bank yang disepakati bersama, yaitu 

melakukan transaksi derivatif untuk kepentingan nasabah dalam upaya 

mengembangkan pembiayaan usahanya Di dalam pasal 1320 BW, terdapat 

beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menunjang keabsahan suatu 

perjanjian, yaitu : kesepakatall alltara para pihak, kecakapan dari para pibak untuk 

membuat perjanjian, obyeklhal tertentu, serta sebab (causa) yang diperbolehkan. 

Perikatan antara bank dengan nasabah berdasarkall perj~iian antara para pihak 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338 BW). 

Jasa pelayanal1 bank dalam bentuk transaksi derivatif bagi kepentingan 

nasabah telah diakui oleh Mahkamah Agung dalam putus3n peninjauan kembali 



tanggal 6 April 1999 Nomer O2IPKlN/1999 dalam kasus antara PT Bank Niaga 

Thk. melawan PT Dhannala Agrifood Thk. 7 Dalam pel1:imbangannya~ Mahkamah 

Agung mengakui eksistensi transaksi derivatif, mengingat : 

l. Bank Indonesia sebagai otoritas keuangan dan moneter telah mengaturnya 

dalam perangkat hukum walau dalam tingkat regulasi, yrutu Surat Keputusan 

Direksi Bank Indonesia Nome.r 28/1l9IKepIDir tanggal 29 Desember 1995 

dan Sw-al: Edaran Bank Indonesia Nomer 28/151UD tanggal 8 Pebruari 1996; 

2. Kalau transaksi derivatif dan transaksi bisnis Jainnya. harus diatur dengan 

undang-undang, maka pranata hukum akan selaIu tertinggaI dengan 

perkembangan instrumen bisnis yang senantiasa bergerak cepat. ? 

Berdasarkan pa<;al 6 ayat (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia 

Nomer 28/119IKep/Dir tersebut ditegaskan : «Bank dilarang memberikan fasilitas 

la'edit dan cerukan (overdraft) untuk keperluan transaksi derivatif kepada 

nasabah." Dalarn 'Surat Edaran Bank Indonesia Nomer 28115/UD tanggal 8 

Pebruari 1996, yang memuat penjelasan tentang Surat Keputusan Direksi Bank 

Indonesia Nomer 28/U9/Kep/Dir tanggal 29 Desember 1995, pada butir 11 

dijelaskan bahwa : "yang dimaksud dengan filsilitas hTedit dan cellJkan dalam SK 

Direksi itu adalah pemberian kredit dari cemkan oleh bank dalam rangka 

ke\vajiban pemenuhan margin deposit dari nasabah".8 Dalam hal illi pertimbangan 

Bank Indonesia adalah agar bank-bank jangan memberi dana kredit untuk 

memberi kesempatan berspekulasi dengan uang pinjanlan. Fasilitas kredit dan 

"1 Varia Peradilan, op.cit:, h. 55. 
8 Ibid. 
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cemkan dalarn rangkake\",'ajiban pemenuhan margin deposit nasabah hams ter:.iadi 

sebelum transaksi derivatif. 

Penge11ian transaksi derivatiftidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang. 

Nomer 8 Tahun 1995 tentang Pagar Modal. Di dalam ulldang-undallg tersebut - - -.' 

yang dimaksud fitmgan et~k adalah surat pengakuan surat berharga komersial, 

saham, obligasl, tanda bukti hutang, Utllt penyel1aan kont1'ak investasi kolektit~ 

kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek. 

Derivatif dari efek adalah setiap turunan dari efek yang merupakan 
underlying asset dari efek yang bersangkutan, Derivatif adalah instnnnen 
tunman, yang mana di pasar modal banyak sekali terdapat instnlmen 
derivatif, yang terdiri dari ; hak memesan efek terlebih dalmlu atau yang 
biasa dikenal dengan pre-emptive right, warrant, obligasi konversi alan 
convertible bon, opsi terhadap index (index optiort) dan future option serta 
swaps. 6 . 

Yang dimaksud dengan transaksi derivatif adalah suatu kontrak (agreement) 

mengenai pellibayru'an yang nilainya merupakan turunan dru'j niJai instmmen yang 

mendasarinya, sepelii nilai tukru', tingkat suku bunga,. komoditi, ekuiti, indeks dan 

lain-lain, baik yang menyebabkan teljadinya pergerakan dana rnaupun yang tidak 

menimbulkan pergerakan dana/instrumen_ 7 Dengan demikian, transaksi derivatif 

dipertentangkan dengan transaksi atas produk pokokfunderlying asset, seperti 

orang membeli saham/obligasi, USA dollru', barang komoditi, dan lain-lain. 5! 

Sedangkan pengertirul trrulSaksi derivatif menurut Sural Keputusllil Nomer 

28/119iKEP/DJR ten{ang Transaksi Derivatif 

6 Tim BPID~, dipirnpin oleh Zulfa Djoko Basuki, "Pengkajian Hukurn Tentang Masaiah 
Hukum Dalarn Transaksi Del'ivatif Perdagangan Saharn" , BPHl-J, Depkeh 1':1, 1996/1997, h. 7. 

] Munir Fuady, Hukum PerbaJ1h:1!1 }vfCKiem, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h 1-2. 
r. Ji}!d, 
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adalah suatu kontrak atau perJaIl:.llan pembayaran yang nilainya merupakan 

turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti bunga, nilai tukar, komoditi, 

ekuiti dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan mau tanpa pergerakan 

danalinstrumen. 12 

Kontrak transaksi derivatif dalam praktek perbankan diwlliudkal1 dalam 

beberapa fasilitas, yaitu: (1) interest swap facilities, yang biasanya dituangkan 

dalam 'cross currency interest s'(VO.p agreement'. 

Swaps adalah suatu perjruijian antara dua pihak untuk saling bertukar ams 
kas(cashjlows) selama masa berlakunya kontrak tersebut dan koiltrak itu 
mengikat kedua pihak terlepas apakah kontrak it.u memherikan keuntungan 
pada salah satu pihak saja atau kedua pihak. Interest swaps (fixed floating 
swaps) adalah kontrak dimana salah satu ~fhak membayar dengan suku 
bunga mengambang atas jumlalr yang sama 

SE'bagai contoh, misalnya na'3abah C mempunyai hutang dalam US$ sedangkan 

pengalmsilannya dalam rupiah, maka ia melakukan trallsaksi swap (US$/mpiall) 

dengan bank Z sehingga pada tanggal dia mendapatkan pinjaman dollamya, ia 

rnenlakukan jual US$ untuk rnendapatkan rupiah yang diperlukan untuk operasi 

usahanya dan pada hari itu juga ia mematok kembali kurs beli US$/rupiah untuk 

dibayarkanldiserahkan kembalib pada tanggal pengembalian pinjaman US$-nya, 

misalnya 6 bulan kemudian. 14 Dengan melakukall b"31lSaksi swap dml membayar 

swap cost tersebut, nasabah C dapat memastikall biaya usaJlanya karena ia tidal< 

12 N I tt t 1.. ~~ e"W'S e er, C!p .cr ., II. __ . 

13 Ibid .• h 8-
14 Newsletter, op.cit., h. 33-34. 
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memikul resiko fluktuasi US$!rupiah 6 bulan kemudian yang tidal< dapat 

diperkirakan. 15 

Sedangkan duafasilitas selebilUlya yakni : (2)forward sell dan (3) option 

facility. yang dalam praktek dituangkan dalam dalam bentuk perjanjian (kontrak) 

'foreign exchange facility agreement'. Transaksi derivatif forward -clapat 

dicontohkan misalnya : 16 bank A menyetujui untuk melliual US$ lOQO ,pada 

nasabah X dengan kurs US$ = Rp 8.900 untuk diserahkan 3 (tiga) bulan 

kemudian. Bilamana pada tanggal penyerahan kurs meningkat melljadi Rp 9.500, 

maka nasabah X mendapatkan keuntungan per-US$ sebesru- Rp 600. 

Trans aks i call option dapat dicontohkan sebagai berikut : Bank B bersedia 

menjual US$ 1.000 pada nasabah Y dengan kurs US$ 1 = 8.900 dan memberi 

hak opsi pada nasabah Y untuk melaksanakan opsi itu dalam batas v"aktu 3 (tiga) 

bulan dengan menerima premi tertentu. Dalam call option ini nasabah Y 
, . 

mempunyat pilihan untuk melaksanakan pembelian atau tidak, t.entunya 

tergantung pada apakah menguntungkan atau tidak baginya Selama 

berlangsungnya penawru-an, maka bagi nasabah dikenai option prernium, yakni 

"the consideration paid to keep a contractual oj}er to buy or sell open for a 

speci.fled period a/time. ,,17 

15 Ibid. 
16 IbId. 

17 Black, Henry Campbell, Black "s Law Dictionary, fifth edition, west publishing 
Co., St Paul 11inn, USA. 1996. 



Semuafasilitas tersebut adalahjenis-jenis tnmsaksi derivatif, sehinggabisa 

mendatangkan keuntungan yang besar, dan di lain pihak merupakan trans aks i 

beresiko tinggi (high risk) apabila tidak dilakukan dengan ekstra hati-hati dan 

estimasi yang betul-betul akurat (reasonable investigation/due diligence). 

Sekalipun transaksi derivatif merupakan trans aks i yang berisiko tinggi, 

namun di lain pihakjuga dapat memberikan keuntungan dan dapat dip~l\i sebagai 

sarana lindung nilai (hedging). Dalam situasi moneter yang bergejolak, seringkali 

diikuti pula dengan gejolak dan ketidakpastian nilai mata uang atau gejolak 

tingkat suku bunga sehingga posisi seorang peminjam menjadi tidal< aman akibat 

berlakunya kurs yang mengambang. Oleh karena itu, dalam praktek sangat banyak 

dilakukan b"ansaksi derivatif dengan t~iuan sebagai salah saiu cara untuk 

menghilangkan risiko denganjalan lindung nilai (hedging), yang merupakan salah 

satu model risk managernent. 18 
t. 

Hingga kini, pengaturan mengemu transaksi derivatif masih pada tingkat 

regulasi, belum pada tingkat perundang-undangan (legislation). Seharusnya 

'regulalD1:y chain' itu dimulai dengan 'legislation', bukannya 'licensing' maupun 

'implementation,.19 Padahal kontrak transaksi derivatif ini resiko kenlgian yang 

mllngkin timblll san gal besar, karena sifatnya spekulasi. Hal iui tentu saJa sangat 

" 

mengkhmvatirkan hagi para pihak yang krlibai dalmn kCloirak t~r:-)ebiit. 

LiHlSusny'a mengenai aspek perlindungan hukum dan tanggung gugat para pihak 

dalam kontrak transaksi derivatif bilamana terjadi kerugian yang diderita. oleh 

salah satu pihak peserta kontrak. 

IS l.1unir Fuady, op.cfi:., h. 12. 
J9 Rangkuti, Siti Sundari, Hukum Lingkungan dan Kebijaksarlaan Lingkungan l<Tasionai, 

edisi kedua. Airlangga University Press. Surabaya. 2000. h,427. 
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2. Pengertian Tanggung Gugat (Liability) 

Keterlibatan bank dalam transaksi derivatif yang sifatnya spekulatif dan 

berisiko tinggi ini tentunya memunculkan issue tanggung gugat bank dalam 

kontrak transaksi derivatif Istilah tanggung gugat (liability) adalah : 

A person's present or perspective legal responsbility, duty, or obligation. 
Liability may arise Qy---1J'arty entering contract or through tortius or 
statutory obligation wholl~1 unkno\'Vll to the party at the material time. 20 

Dari definisi tanggung gugat (liability) tersebut di ata'3, nampak bahwa ruang 

lingkup t311ggung gugat meliputi 2 (dua) hal, yakni : 

1. tanggung gugat atas dasar hubungan kontraktual antara para pihak dalam 

kontrak; 

2. tanggung gugat mas dasar perbuatan melanggar hukum (tortious/statutOl:Y 

obligation), yang dalam hal ini tidak disyaratkan adanya hubungan 

kontraktual. , . 

Tanggung gugat bank dalam kontrak transaksi derivaiif khususnya menyangkut 

ada tidaknya undue influ.ence oleh pihak bank terhadap nasabah dalam kontrak 

transaksi derivatif Selain itu, mengingat transaksi derivatif merupakan transaksi 

yang berisiko tinggi (high risk), maka periu adanya a'3askehati-hatian bagi bank 

agar jang311 s31npai mengakibatkan kerugian bagi mru;yarakat (nru;aball 

penyimpan dana). 

Undue int1uence may be available as a defense where a person entered an 
unfair transaction induced by improper persua'3ion. A common basic for 
asserting an undue influence defense is breach of fiduciary relationship a 
fiduciary status may exist in any circumtances in which it can be found 
that one party hru; imposed trust 311d confidence in another and come to 
rely upon the judgment of that other person. If a contract between 

20 Butterworths. Concise AustraJian Legal Diction..--uy, 2"'" edition. Butterworths. 
lwstraiia. 1998. 
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fiduciaries is found to be unfair to the dependent person, it will be set a"ide 
on the ground of undue influence. 21 

Sebagai pen.vujudan hubungall kepercayaan (Jlduciar.y relationship), bank yang 

menawarkan fasilitas kontrak transaksi derivatif hams benar-benar menekankan 

sikap keterbukaan (fidl and 1m r disclosure) mengenai kemungkinan resiko 

kerugian yang besar dalam kontrak transaksi derivatif untuk kepentingan nasahah, 
, ' 

mengingat sifat spekulatif dari transaksi tersebut. Hal ini mempakan pencerminan 

upaya perlindugan hukum bagi nasahah penyimpan dana dan masyarakat 

mengingat bank mel1lpakan lembaga intermediary. 

Di samping itu, di dalam Und3ng-Undang Nomer 7 Tahun 1992 yang 

diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, khususnya 

daJam Bah IT Pasa] 2 ditentukan bahwa perb<mkHll IBdoIll~sia <l<.dam lHflakllk!JJ 

n:mhHnya bera:-~~t'SbI11 dt"mokrasi t'konOllli rh>ngan uh;~ngguiJakau priilsip kdmii-

hatian (pmdential banking). Khususnya mengingat kontrak transaksi derivatif 

tersebut sifatnya spekulasi (mirip judi), sehingga tidak menutup kemungkinan 

mengakibatkan resiko kerugian yang besar bagi bank. Akibat lebih jauh, dapat 

mempengrullhi kesehatan dan kelrulgsungan kehidupan bank sebagai lembaga 

kepercayacw masyarakat. 

21 D. Schaber, Gordon & Claude D. Rohwer, Contract, SL Paul Minn, 3th edition, 1990, 
h.195. 
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BAS III 

TU.JUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1. TU,rUAN PENELITIAN 

Penelitian !Ill dilakukan untuk mengetahui dan menerangkan 

(menguraikan) bagaimana aspek tanggung gugat bank dalam kontrak transaksi 

derivatifbagi kepentingan nasabahnya, serta untuk mengetahui upaya bank untuk 

meminimalkan risiko dalam kontrak transaksi derivatif, sehingga bank tidak 

terjerat telah melakukan undue influence terhadap nasabah sebagai rekan kontrak. 

, 

2. MANFAAT PENELITH.N 

(1) Hasil penelit ian ini dihar~pkan dapat merupakan bahan sumballgan pemikiran 

dalam bidang hukum perdata, khususnya hukum perbankrul, menyrulgkllt 

aspek tanggung gllgat bank dalam kontra.1( transaksi derivatif; 

(2) Hasil penelitian ini dapat diharapkan merupakan bahan dan dasar pene litian 

hukum perbankan lebih lanjut; 

(3) Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menambah bahan bacaan di bidang 

hukum perbankrul. 

(4) Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan mas ukan bagi mereka yang ingin 

mendalami dan memalmmi tentang aspek tanggung gugat bank dalum kontrak 

transaksi derivatif 



1. Pendekatan MasaIah 

BAB IV 

l\IETODE PENELITIAN 
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Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan 

pendekaian statutory approach, Pemilihan pendekatan ini mengingat telaah 

terhadap permasalahan penelitian ini dilakukan dengan mendasarkan pada materi 

perundang-ulldallgan, teori, maupun asas-asas hukum yang terkait. 

2. Sumber Bahan Hukum 

Sumber ballan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang­

undangrul yang berlaku, yru'ispllldensi yrulg berkaitrul dengrul masalah tanggung 

gugat bank dalam kontrak transaksi derivatif, diantaranya : kaliUli antara PT 

Bank Niaga \'5. PT. Suryamas Duta Makmur. Bahan hukum sekunder terdiri 

atas : kepustakaan, hasil-hasil penelitian, jurnal ilmiah, hasil seminar yang terkait 

dengan permasalahan yang diteliti. 

3. Proses Pengumpulan Bahan Hokum 

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui proses inventarisasi dan 

identifikasi bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder secara kritis. 

Untuk selanjutnya diklasifikasi secara logis sistematis sesuai dengan tema yang 

terumus drul tujuan penelitian ini, 
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4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum 

Apabila bahan-bahan hukum primer dan sekunder telah diperoleh, maka 

hahan hukum tersebut diperiksH kembali kelengkapannya dUll konsistensinya sutu 

sanlU lain, kemudiun disistemaiisasi sesuai dengan pennasalahan penelitian. 

Selanjutnya., baik bahan hukum primer maupun sekunder diolah secara kualitatif 

ilengan melakukan identitlkasi dan inventarisasi. Analisis bahanhukum 

dilakukan secara kualitatif, kemudian ditarik kesimpul~ secara deskriptif analitis. 



, . 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

I. TANGGUNG GUGAT BANK DALAM KONTRAK TRANSAKSI 

DERIVATIF 

A. FUNGSI DAN PERANAN STRATEGIS PERBANKAN 

Kegiatan utama dari suatu bank adalah menghimpun dana dari masyarakat 

dan menyalurkannya kembali dalam belltuk la'edit kepada masyarakat, Hal ini 

sejaJan dengan definisi bank sebagaimana tertuang di dalam pasaJ 1 ayat (2) 

Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1998 sebagai perubahan pasal 1 ayat (1) 

Unda.llg-Undang Nomer 7 Tahu.ll 1992 tentang Perb~Ulkan yang menyatakan : 

"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpamlll dan ll1l'l1yalllrkannya kepada ma.sY'U"flkat daJam bentuk kreclit dan/atau 

bentuk-bentllk lainIlya dalam ra.llgka meningkatkan tara[ hidup rakyat banyak." 

Dari definisi tersebut, jelaslah bahwa perbankan dalam menjalankan segala 

kegiatannya haruslah berorientasi untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Hal ini mengillgat bank merupakan bagian dari sistem moneter dan sistem 

pembayaran suatu negara dan mempunyai penman yang sangat penting dalam 

") 

kedua sistem tersebut. L._ Hancurnya perbankan dapat mel1gakibatkan hancUfnya. 

sistem perekonomian nasional. 

Bank bukan saja merupakan lembaga yang menerima tabungall 
masyarakat berupa berbagai bentuk simpanan, tetapi juga merupakan 
lembaga yang membiayai kebutuhan ekonomi dan pembangunan 
masyarakat Di samping itu, bank juga mempakan lembaga yang 
menyelenggarakan lalu lintas pembayaran masyarakat. Fungsi bank yang 
demikian itu menempatkan sistem perbankan sebagai bagian dari sistem 

22 Sut.an Remy Sjahdeini, "Ket.entuan-Ketentuan Pokcik Pa-bankan Indonesia". ktnnpulan 
tulisan, 2000, h. 2. 
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moneter dan sistem pembayarall negara Bahkan merupakan bagian dari 
sistem pembayaran global. Hancurnya sistem perbankan nasional dapat 
membahayakan, bahkall menghancurkall pula sistem moneter dan sistem 
pembayarall nasional. 23 

Dalanl kerangka ini, maka perbankan Indonesia hams mempunyai misi sebagai 

agent of development, sehingga dalam melaksanakan segala kegiatannya hams 

beriorientasi pada pembangunan nasionaI yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat banyak. 

Untuk menunjang peranan tersebut, perbankall hams dapat menillgkatkan 

kemampuannya dalam mengerahkall dana dari masyarakat. Kemampuan bank 

untuk dapat mengerahkan dana berupa .simpanan masyarakat sangat bergantung 

kepada tingkat kepercayaan masyarakat kepada bank tersebut. Makin tinggi 

tingkat kepercayaan masyarakat kepada bank, maka makin tumbuh dan 

berkembaJlg ballk itll. Kt'percayaan llJasyarakal Ill! llIt~IlyallgklJt k>bt'rapa haL 

)raitu :~--

1. Bahwa bmlk dikelola oleh manajemen yang profesionaJ, yang mampu menjaga 

tingkat kesehatan bank sebaik rnungkin dari waktu ke waktu sehingga oleh 

karena itu bank setiap saat selalu dalam keadaan likuid dan solvent untuk 

mampu membaym' kembali dana masyarakat yang disimpan kepadanya 

apabilasewaktu-waktu ditagih; 

23 IbId. 
24 Ibid. 
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Bahwa bank dikelola dan dilaksanakan oleh anggota-anggota direksi dan 

komisaris serta pegawai-pegawai bank yang bukan saja berpengetahuan dan 

berketrampilan yang cukup untuk mengelola bank tetapi juga memiliki integritas 

yang tinggi yang dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa dana 

simpanan masyarakat itu tidak disalahgunakan; 

2. Bahwa bank tersebut dapat menjaga kerahasiaan yang menyangku't lteadaan 

keuangan nasabah yang disimpan pada bank tersebut. 

Oleh karena itu, di dalam UndaJlg-Undang Nome.. 7 Tahllll 1992 tentang 

Perbankan sebagaimana dillbah dengan Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1998 

telah memberikan asas bagi kegiatan perbankan yang meliputi :25 

.' 
l. Asas demokrasi ekonomi, sebagaimana ditegaskan di dahun pasal 2 Undang-

Undang Perbankan yang selengkapnya berbunyi : "Perbankan Indonesia 

dalanl melakllkan llsahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan .. 
menggunakan prinsip kehati-hatian"; 

2. Asas atao prinsip kehati-hatian (prudential banking) yaitu perbankan 

Indonesia dalam menjalankan kegiatannya harus didasarkan pada rambu-

rambu kesehatan bank atau pmdential standards; 

3. Asas tujllan darl manfuat, sebagaimana ditegask:Ul di dalam pasal 4 Undang-

Undang Perbankan Y'Ulg selengkapnya berbunyi : "Perbankan Indonesia 

bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunall nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke 

arah peningkatall kesejahteraan rakyat banyak"; 

4. Asas kerahasiaan; 

25 !bid., h. 4. 
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5. Asas transparansi, yaitu bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan 

rugi laba dalam waldu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; 

6. Asas integritas, sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 49 ayat (1) dan (2) 

U ndang-U ndang Perbankan; 

7. Asas spesiaiitas, sebagaimana diatur di dalam pasal 16 ayat (1) Undang­

Undang Nomer 10 Tahun 1998 yang menentukan sebagai berikut : "Setiap 

pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpamlll wajib terlebih dabulu memperoleb izin usaba sebagai bank 

umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali 

apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan 

undang-undang tersendiri"; 

Bank bukan saja mempakan lembaga yang menerima tabungan masyarakat berupa 

berbagai bentuk simpanan, tetapi juga merupakan lembaga yang membiayai 

kebutuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat. Babkan bank juga merupakan 

lembaga yang me-nyckn~,r;:.rakan lalu lintas pembayaran masyarakal. Olch karena 

kcdudukall bank yang demikian itu, maka bank dalam melaksanakan kegiatan 

pemberian kredit dan melaksanakan talu lintas pembayaran harus 

melaksmlakannya dengan hati-hati dml tidak boleh dilakukan seem·a sermnpagan 

oleh bank yang divlUjudkan melalui asas kehati-hatian (prudential banking 

principles). 

B.TANGGUNG GUGAT AT AS DASAR PERBUATAN MELANGGAR 

HUKUM (TORT) 

Istilah tanggung gugat seringkali dipergunakan oleh ahli hukum perdata .# 

untuk menter:.iemahkan istilab aansprakelijkheid atau liability untuk 
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membedakannya dari istilah verantwoordelijkheid atan responsbility, yaitu 

"tanggung jawab" yang lebih dikenal dalam hukum pidana 26 Sehubullgan 

tanggung gugat mengenai kerugiall yang diperbuat terhadap orang lain dibedakan 

3 (tiga) golongan tallggung gugat menurut Niewenhuis :27 

l.Tanggung gugat berdasarkan kesalahan (Schuldaansprakelijkheid), yang berarti 

penggugat \'V'ajib membuktikan kesalahan tergugat. Konsep ini tetiuang di 

daJam pasaJ 1365 Burgerlijk Wetboek tentang perbuatan melawan hukum; 

2. f:-chuldaansprakeli}kheid met o.tnkering van de bewi}slast (tanggung gugat 

berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik). Konsep ini 

termasuk tanggung gugat yang dipertajam (verscherpe aansprakelijk). 

Penggugat tidal< perIu membuktikan bahvla tergugat tidal< cukup berhati-hati 

tetapi sebaliknya tergugat untuk menghindari tanggung gugat wajib 

membuktikan bahwa dia cukup berupaya untuk berhati-hati, sehillgga dia 

tidal< dapat dipersalahkan. Konsep tanggung gugat ini tertuang dalam : 

a pasa11367 ayat (2) jo ayat (5) Burgerlijk Wetboek tentang tanggung gugat 

orang tua dan wali; 

b. pasal 1368 Burgerlijk Wetboek tentang tanggung gugat pemilik binatang. 

3. Risico aansprakelijk.heid (tanggung gugat berdasarkan risiko) . .Tenis tanggullg 

gugat ini tertuang di dalam pasal 1367 ayat (3) BurgerIijk Wetboek tentang 

tanggung gugat majikan dan pacIal 1369 Burgerlijk Wetboek tentang tanggung 

gugat pemilik gedung. 

Dalam sistem hukum di Indonesia, pengaturan tanggung gugat yang 

bersumber dari perbuatan melanggar hukum tertuang di dalam pasal 1365 

26 Rangkuti, Siti Sundari, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Naslund, 
eet. I, Airlangga University Press, Surabaya, 1996. h. 262. 



· Burgerlijk Wetboek. Untuk mendapat ganti kerugian berdasarkan pasal 1365, 

harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melawall hukum; 

b. kerugirui itu timbul sebagai akibat perbuatan tersebut; 

c. pelaku itu bersalah (unsur kesalahan); 

d. ada hubungan sebab akibat (hubungan kallsal) antara perbuatan dengan 

kerugian. 

Pada mulany~ pada sistem hukum common law penge11ian melanggar hukum 

ditafsirkan secara sempit. Sebelum talmn 1919, yang dimaksud dengan perbuatan 

melanggar hukum adalah perbuatan yang mengurangi atau melanggar hak orang 

lain dan perbu3tau yang bertenlal1gan dengilll ke\vajiban Imkum pelaku.2~ Dalalu 

perkembangannya kemudillil, melalui suatu lllildmark decision dalam kasus 

Lidenbaum v. Cohen yang diputuskan oleh Hoge Raad pada tanggaJ 31 Jrumari 

1919, ukuran perbuatan melanggar hukum meluas. Di samping dna. hal tersebut, 

termasllk pula ke dalam sifat perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang 

belientangan dengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan 

kecermatan yang seharusnya diindahkan dalam lalu hnta.c,; masyarakat terhadap 

diri dan barang orang lain. 29 Dalrun beberapa kaBus, unsur kecermatan merupakan 

sangat berpengaruh terhadap keberhasilan gugatan akihat transaksi derivatif, 

diantaranya kasus Bank Barings yang diakibrukan oleh ketidakcermatan/tidak 

cukup berhati-hati (tidak cepatnya) pengambilan langkah penyelamatan untuk 

mengata.'3i kerugian potensiaI yang sudah jela.s terlihat sehingga terjadi akumula.'3i 

27 hut, h. 278-279. 
28 Y. Sogar Simarnora, "Tanggung Gugat Produsen dalam Inciustri Real £&1.at" , 11.Lt"Jrili:a, 

No, 2 dan 3, Tanun :::tJl,l.,.faret-Juni, J9517, h. 51. 
29 Ibid. 
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kerugian yang sangat besar, kasus Kidder Peabody yang menimbulkan kentgian 

secara tidak wajar karena lemahnya pengawasan terhadap o-ansaksi derivatif oleh 

matl~emen perusahaan. 30 

Bentuk tanggung gugat yang dianut oleh pasaJ 1365 adaJah tanggung 

gugat berdasarkan kesalahatl (schuldaansprakelijkheid atan liability baseci on 

fault). HaJ ini bisa dilihat dalam pasaJ 1365 yang mensyaraikan unsur kesalahan 

pada pelaku untuk sampai kepada keputusan apakah suatu perbuatan dapat 

dikatakan sebagai perhuatan melawan hukum. Tolok ukur adanya UIlsur kesalahan 

ini misalnya pihak bank bertindak tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian 

(prudential bank1ng principles) atan rambu-rambu yang seharusnya ditaati dalam 

pembentukan kono-ak o-ansaksi derivatif sebagaimana tertuang di dalam Surat 

Keputusan Direksi Bank Indonesia sehingga menimbulkan kerugian secara tidak 

wajar bagi pihak ketiga (nasaball), sekalipun a11ta1'a pihak nasabah dengan bank 

sebelumnya tidak pernah terdapat hubungan kontraktual. 

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomer 

28/119/KEP/DIR tertanggal 29 Desember 1995 tentang Transaksi Derivatif (yang 

mencabut peraturan terdahulu yakni Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia 

Nomer 231741Y...EPlDIR telianggal 28 Febmru·j 1991), maka perbrulkan Indonesia 

pada. hakekatnya. diperboJebkan untuk melaksanakan transaksi derivatif Sesuai 

dengan peratlll'rul Bank Indonesia tersebut, menumt kepentingaunya, transaksi 

derivatifyang bolch dilakukan bank ada dna, yaitu : (1) nntnk kepentingan bank 

itu sendiri; dan (2) nntuk kepentingall na'labah. Hal ini diatur di daIm pasal 2 Surat 

Keputnsan Direksi Bank Indonesia Nomer 28l119lY,EPIDIR yrulg menyatakan 

30 Munir Fuady, Op.cit., h. 62-64. 
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diri dan barang orang lain.29 Dalam beberapa kasus, unsur kecermatan merupakan 

sangat berpengaruh terhadap keberhasilangugatan akibat tnmsaksi derivatif, 

diantaranya kasus Bank Barings yang diakibatkall oleh ketidakcermatan/tidak 

cukup berhat.i-hat.i (tidak cepatnya) pengambilan langkah penyelamatan untnk 

mengatasi kerugian potensial yang sudah jelas terlihat sehingga terjadi akumulasi 

kerugian yang sangat besar, kasus Kidder Peabody yang menimbulkan kerugian 

secara tidak wajar karena lemahnya pengawasan terhadap transaksi derivatif oleh 

manajemen perusahaan. 30 

Bentuk tanggung gugat yang diannt oleh pasa! 1365 ada!ah tanggung 

gugat berdasarkan kesalahan (schuldaansprakelijkheid atau liabilit.:v based on 

jault). Hal ini bisa dilihat dalam pasal 1365 yang mensyaratkan unsur kesalahan 

pada pelak'll untuk sampai kepada keputusan apakah suatu perbuatan dapat 

dikatakan sebagai perbuatrul melawan hukum. Tolok ukur adanya unsur kesalahan 

ini Inisalnya pihak bank bertindak tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian 

(prudential banl.:7ng prindpJes) atau rambu-rambu yang seharusnya ditaati dalam 

pembentukan kontrak transaksi derivatif sebagaimana tertuang di dalam Surat 

Keputusan Direksi Bank Indonesia sehingga menimbulkan kerugian secara tidal< 

wajar bagi pihak ketiga (l1asOOah), sekalipun antara pihak nasabah dengan bank 

sebelumnya tidal< pernah terdapat hubungan kontraktual. 

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Norner 

281119/Y...EPIDIR tertanggal 29 Desember 1995 tentang Transaksi Derivatif (yang 

mencabut peraturan terdahulu yakni Sura! Keputusan Direksi Bank Indonesia 

29 Ibid. 
30 Munir Fuady, Op.Clt., h. 62.64. 
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bahvla: "Bank dapat rnelakukan transaksi derivatifbaik untuk kepentingan sendiri 

rnaupun untuk kepentingan nao:;abah." 

Berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Transaksi 

Derivatif: persyaratan bagi bank untuk dapat rnelakukan transaksi derivatif antara 

lain rneliputi : 

1. Kebijaksanaan pelaksanaan transaksi derivatif oleh bank harus tetap didasarkan 

pada rarnbu-rarnbu prinsip kehati-hatian (prudential banking). Hal ini 

ditegaskan di dalam pasal 2 ayat (2), (3) dan (4) yang berturut-tm'ut 

selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 

(2)"Kebijakan tentang , transaksi derivatif yang dilakukan oleh bank harns 
berdasarkan : 
a praldeR perbankan yang seha! berda')arkan prinsip kehati-hatian; dan 
b. persetujuan direksi dan de\~7an kornisaris bank yang bersangkutan." 

(3)"Direksi bank bel1anggullg jawab untuk terlaksananya transaksi derivatif 
yang sehat dan atas risiko yang terjadi maupun ri siko yang mungkin 
timbul." 

(4 ) "Dewan komisaris bel1anggung jm~,iab a!as pengmva<;an kegiatan transaksi 
derivatif" 

2. Hams memiliki dan memaiuhi pedoman pelaksanaan transaksi derivaiif seeru"a 

tertulis dalarn bahasa Indonesia serta wajib di setujui oleh direksi dan 

komisaris bank Pedoman pelaksanaall ini w~iib disusun dellgan mengaeu 

pada. Pedoman PenYlislinan Kebij aksanaan Dan Prosedllr Kegiatan Transaksi 

Derivatif yang terlampir pada Sural Keputusan Direksi Bank Indonesia. Hal 

ini sebagaimana ditegaskan di dalarn pasal 3 ayat (1 ), (2) dan (3 ) Sural 

Keputusan Direksi Bank Indones ia yang selengkapnya berbunyi : 

(1) B~nk waj ib me mil iki pedoman pelaksan;:talJ lransaksi derivatif secara 
tertlilis dalam babasa lndonesia serta wajil> disetujui oleh direksi dan 
de\~'an komisaris bank. ...-=--

----M1L\ 
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(2) Pedoman pelaksanaan transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) w~ib disusun dengan me ngacu pada Pedoman Penyusunan 
Kebijaksanaan dan Prosedur Kegiatan Trallsaksi Derivatif yang terlampir 
bersama dengan Stu'at Keputusall ini. 

(3) Bank w~ib mematuhi pedoman pelaksanaan transaksi derivatifyang telah 
disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

3. Ranis memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk melakukan transaksi 

derivatif dan kemampu:tn untuk mengidentifikasi dan menghitung potensi 

risiko yang mungkin terjadi dari transaksi derivati£ Hal ini ditegaskan di 

dalam pasal 4 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia yang 

selengkapnya berbunyi : 

(1) Bank yang melakukan transaksi derivatifwajib memiliki : 

a kemampuan dan pengetahuan untuk melakukan transaksi derivatif; dan 
b. kemampuan untuk mengidentifika~i dan menghitung potensi fisiko 

yang mungkin terjadi dalam transaksi d0rivati£ 

3. Harus llle]aporkan kesialla11 dalallJ lnelakllkaj) trHJ1Saksi deri\o'ali[ s~bagainlajla 

ditegaskan di dalam paial 4 ayat (2) Surat Keputus3n Direksi Bank Indonesia 

yang berbunyi : 

(2) Bank wajib melaporkan mengenai kesiapannya dalam melakukan transaksi 
derivatif Ketentuan ini berlaku, baik bagi bank yang sudah maupun yang 
belum melakukan transaksi derivatif 

4. Hams melakukan rnarking to rnarket atas trrulsaksi derivatif, sebagaimrula 

diatl.lr di dalrun pasal 4 ayat (3) Stu'at Keputusan Direksi Brulk Indonesia yang 

selengkapllya berbullyi : 

(3) Bank harus melakukan "marking to market" atas transaksi derivatif untuk 
kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. 

5. Harns menyampaikan laporan minggl.lan kepada Bank Indonesia me ngenal 

transaksi derivatif sesuai dengan Format Laponm Transaksi Derivatif Bank-

Bank yang mencakup : 
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bahwa : "Bank dapat melakukan transaksi derivatifbaik untuk kepentingan sendiri 

maupun untuk kepentingan na'3abah!' 

Berdasru"kan surat keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Transaksi 

Derivatif, persyaratan bagi brulk untuk dapat melakukrul Irrulsaksi derivatif alltam 

lain meliputi : 

L Kebijaksanaan pelaksanaan transaksi derivatif oleh bank harus tetap didasarkan 

pada ranlbu-rarnbu prinsip kehati-hatian (pm.dential banhng). Hal ini 

ditegaBkan di dalrun pa.'3al 2 ayat (2), (3) dan (4) yang belturut-turut 

selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 

(2f'Kebijakan tentang tnUlsaksi derivatif yang dilakukan oleh bank harus 
berdasarkan : 
a prah1p.k perbankan yang sehat berdasarkan prinsip kehati-hatian; dan 
b. persetujuan direksi dan dewan komisaris bank yang bersangkutan." 

(3)"Direksi bank beltrulggung jawab llntuk terlaksananya transaksi derivatif 
yrulg sehat dan atas fisiko yrulg terjadi mallpun risiko yrulg mungkin 
timbul." 

(4) "Dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan kegiatan transaksi 
derivatif" 

2. Harus memiliki dan mematuhi pedoman pelaksanaan transaksi derivatif seeru-a 

tertuIis . dalrun baha'3a Indonesia serta wajib disetujui oIeh direksi dan 

komisaris bank. Pedoman pelaksrumrul ini wajib disusun dengrul mengacu 

pada Pedoman Penyusunan Kebijaksrumrul Drul Prosedw' Kegiatan Trrulsaksi 

Derivatif yang terlrunpir pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Hal 

ini sebagaimana ditegaskan di dalrun paBal 3 ayat (1), (2) dan (3) Surat 

Keputusan Direksi Bank Indonesia yang selengkapnya berbunyi : 
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(1) Bank wajib memiliki pedoman pelaksanaan transaksi derivatif secara 
tertulis dalam bahasa Indonesia serta wajib disetujui oleh direksi dan 
dewan komisaris bank. 

(2) Pedoman pelaksanaan transaksi deriv31ifsebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) w~ib disusun dengatl mengaeu pada PedOtllatl Penyusunan 
Kebijaksanaan dan Prosedur Kegiatan Transaksi Derivatif yang terlatnpir 
bersama dengan Stu-at Keputusan ini. .. I 

(3) Bank wajib mematuhi pedoman pelaksanaan transaksi derivatifyang telah 
disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

3. Hams memiliki kematnpuan dan pengetallUan untuk melakukan tratlsaksi 

derivatif dan kemampuan untuk rnengidentifikasi dan rnenghitung potensi 

risiko yang mungkin teljadi dari trans aks i deriv31if Hal ini ditegaskatl di 

dalam pasal 4 ay31 (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia yatlg 

selengkapnya berbunyi : 

(1) Bank yang melakukatl transaksi derivatifw~iib memiliki : .. 
a kemampuan dan pengetahuan untuk rnelakukall transaksi derivahf; dan 
b. kemampUatl untuk mengidentifikasi dan menghitung potensi fisiko 

yang mungkin tedadi dalam transaksi derivalif 

3. I-lams lIlelaporbll kesiapall dalarll meiakllkan iran~(Lk:~i d::'J'iviltif st:'bagaimallH 

difegasbm di dalam pasal 4 ayat (2) Sura! KepufusCln Direksi Bank Indonesia 

)'atlg berbunyi : 

(2) Bank w~iib melaporkan mengenai kesiapannya dalam melakukan transaksi 
deriv31if Ketentuan ini berlaku, baik bagi bank yang SUdaJl maupun yang 
belum melakukatl transaksi deriv31if 

4. Hams melakukan rnar.bng to .f:r<'arket atas transaksi deriv31if, sebagaimana 

diatur di daJam pasal 4 ayat (3) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia yang 

selengkapnya berbunyi : 

(3) Bank harus melakukatl "marking to markef' 31as transaksi deriv31if untuk 
kepentingatl sendiri mallplln untuk kepentingan nasabah. 
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5. Hams menyampaikan laporan mingguan kepada Bank Indonesia mengenai 

transaksi derivatif sesuai dengaI]. Format Laporan Transaksi Derivatif Bank-

Bank yang mencakup : 

a kerugianlkeuntungan baik secara fiiI (realized) maupun yang potensial .. . 
(un realized); 

b. posisi transaksi derivatif baik untuk kepentingan bank sendiri maupun 

untuk kepentingan nasabah. 

Hal ini ditegaskml di dalam pasaJ 10 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank 

Indonesia, yang selengkapnya berbunyi : 

6. Pelaksanaan transaksi derivatif hamslah mendapat perset~iuan direksi dan 

dewan komisaris bank. Hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 2 ayat 

• 
(2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Transa1<si Derivatif 

7. Bmlk wajib memberikan peruelasml seem'a lengkap kepada nasabah temtama 

mengenai risiko yang timbul dari transaksi tersebut. Ketentuan ini 

sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 5 ayat (1) Sura! Keputusan Direksi 

Bank Indonesia tentang Transaksi Derivatif yang selengkapnya menyatakan : 

(1) Bmlk wajib memberikan pertielasml seem'a lengkap kepada nasru"\ah yang 
akan melakukml trallsaksi derivatif tel1ltama mengenai rii;iko yang timbul 
dari transaksi terse but. 

Oleh karena itu, jika transaksi derivatif dilakukall untuk kepentingan nasabah, 

maka dalam guideline hams dimuat hal-hal sebagai berikut : 

a pertiela<:iaIl kepada nasabah tentang risiko; 

b, informasi yang lengkap yang dimuat dalam kOlltrak del1gan l1asabah; 
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c. kontrak ditandatangani oleh pejabat bank yang bertanggungjawab. 

Yang dirnaksud dengan penjelasan secara lengkap menurut SEBl 

NO.28/ISlUD antara lain rnencakup penjelasan mengenai fisiko kredit (credit 

risk), risiko penyelesaian (settlement risk), dan risiko pasar (market risk). 

Dalam pada itu, untuk setiap transaksi derivatif yang rnewajibkan nasabah 

untuk rnemenuhi margin deposit perIu dijelaskan kernutlgkinan saldo margin 

deposit dapat menjadi nihil dan bahkan kewajiban nasabah kepada bank akan 

dapat bel1amball besar. Sedangkan jika transaksi dilakukan bukan untuk 

nasabah, melainkall untuk bank sendiri, harusJah dipenuhi hal-hal sebagai 

berikut: 

a memperhitungkan risiko yang timbu} dengan modal bank sendiri; 

b. setiap jenis derivatif harus diukur risikonya dan menghitung secara 

telvisah terhadap risiko; 

c. tratl£'1ksi derivatifyang dilakukrul oleh cabanr; bank harus dihitung ':-:ecara 

jiJdependen: 

d. ~;diap posisi dcrivcrtif hanlS dil;--J:ukan mark to mar;"d (cam pcrhitun~an 

yang didasarkan ata'3 kurs pasar pada setiap akhir kerja bagi posisi yang 

masih terbuka untuk menentukan kemgiall atau keuntungrul. Hal ini 

berbeda dengan historical rate,. yaitu cara perhitungan yrulg dida'3arkan 

atas kurs awal suatu transaksi lmtuk menentukan keuntungan atau 

kerugian transaksi) secara periodik; 
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e. Hams dilakukan analisis terhadap situasi dan sentimen pasar untuk 

menghadapi segala kemungkinan yang paling buruk dari posisi transaksi 

derivatifyaJlg masih terbuka; 

f Acuall dari pembatasall kemgian adaJah kekuatall permodalan bWlk; 

g. PerIu ditetapkan global limit lmtuk setiap transaksi derivatif manakala 

bank mempunyai lebih dari 1 unit kerja operasional (dealing room); 

8. Transaksi derivatif untuk kepentingan nasabah haruslah dilandasi atas kontrak; 

HaJ ini sebagaimana ditegaskall di daJam pasaJ 5 ayat (2) dan (3) Surat 

Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Tram;aksi Derivatif yang 

menyatakan : 

(2) Transa\.;:si derivatifuntuk kepentingan nasabah harus berda'3arkan kontrak, 
yang sekurang-kurangnya mencakup : 
a pagu transaksi derivatif, 
b. base cUlTency yang digunakan; 
c. jenis valuta/instrumen yang dipertukarkan; 
d. penyelesajan transaksi derivatif (settlement); 
e. pembukuan labalmgi transaksi derivatifyang dilakukan; 
f pencatatan atas posisi laba/mgi yang potensial (unrealized); 
g. metode atau cara transaksi derivatif; 
h. besamya komisi; 
1. penggunaan kurs konversi; 
J. advis dan konfirnmsi transaksi derivatif; 
k. kerahasiaan; dan 
l. domisili dan hukum yang berlaku. . ,~ 

(3) Transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat 92) yang dilakukan 
tanpa diikuti pergerakan dana/instrumen, kontraknya harns pula mencakup 
hal-hal sebagai berikut : 
a jumlah margin deposit; 
b. maintenance margin yang ditentukan; dan 
c. hak-hak dan kewajiban-kewajiban nasabah yang harus dicetak dalam 

ukuran huruf yang besar sehingga mudah dibaca 
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9. Bank wajib untuk tidak memelihara posisi atas transaksi derivatif yang 

dilal.'Ukan oleh : nasabah) direksi) komisaris) pegawai dan pemilik bank yang 

bersangkutan. Hal ini ditegaskan di dalam pasal 6 ayat (1) Surat Keputusan 

Direksi Bank Indonesia tentang Transaksi Derivatifyang menegaskall : , 

(1) Bank dilarang memelihara posi'si atas transaksi derivatif yang dilakukan 
oleh nasaball gmp dari bank, direksi, komisaris, pegawai atall pemilik 
bank yang bersangkutaIL 

100 Bank dilarang untuk memberikan fasilitas kredit dan cerukan (overdraft) 

untuk keperluan transaksi derivatif Hal ini sebagaimana ditegaskaIl di dalam 

pasal.6 ayat (2) StU"at Keputusan Direksi Bank Indonesia tentallg Trallsaksi 

DerivatifYaIlg menegaskan : 

(2) bank dilarang memberikan fasilitas kredit dan cerukan (overdraft) uutuk 
keperluan transaksi derivatifkepada nasaball. 

• 
Di dalanl Surat Edaran Nomor 23!l5/UD ditegaskan bahwa yang dimaksud 

dengall fasilitas la"edit atau cemkrul yaitu pemberian kt-edit drul cemkrul oleh 

bank dalam rangka kewajiban pernenuhan margin deposit nasabaho Menumt 

SK Nomer 28/119 sub (d) yang dimaksud dengan margin deposit adalah 

"dana yang khusus dicadangkaIl untuk menutup kemgian yaIlg mungkin 

timbul karena transaksi derivatif« Selanjutnya di dalam pa'3al 9 ayat (1) 

huruf a SUloat Keputusan Direksi BI ditentukml bahwa InUlsaksi derivalif 

untuk kepentingan nasabah yang dilakukan tanpa diikuti pergerakan 

danalinstrumen harus memenuhi ketentuan ballwa nasabah harus memenuhi 

margin deposit sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) dari pagu 

trallsaksi derivatif, kecuali untuk transaksi derivatif lainnya yang maksimum 
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margin depositnya ditetapkan secara khU8US. Dari sini jelas bahwa fasilitas 

kredit dan cerukan dalam rangka kewajiban pemenuhan margin deposit 

nasabah harus teljadi sebelwn transaksi derivatif dilakukan, sebagai salah 

satu persyaratan unt.uk dapal teljadinYH transab>i t~n:;ebut. 
, 

, I 

11 Bank hanya boJeh rneJakukan tnmsaksi d~rivatif yang be.rkaitall dengan : 

valuta asing atau suku bunga Sedangkan transaksi derivatif yang berkaitan 

dengan saham, hanya dapat dilakukan atas izin Bank Indonesia secara ka')us 

per kasus. Hal ini ditegaskrul di dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Surat 

Keputusall Direksi BI yang selengkapnya menyatakan : 

(1) Bank banya dapat melakukan transaksi derivatif yang berkaitan dengan 
valuta asing dan suku bunga 

(2) Trrulsaksi derivatif yan,gberkaitan dengan saham, hanya dapat dilakukan 
atas izin Bank Indonesia'secara kar,,'Us per kasus. 

12. Kemgian bank (riil atau material) yang disebabkan oleh transaksi derivatif 

tidak boleh melebihi 10 '% (sepuluh persen) dru-i modal bank. Manakala 

kerugian telall melebihi 10 % (sepuluh persen), maka bank tersebut w<ljib 
..... 
" 

lapor ke Bank Indonesia dengan disertai tindakan penanggulangannya 

selambat-lambatnya pada hari ker:.ja berikutnya Hal ini ditegat;kan di dalam 

pasal 8 ayat (1) dan (2) SK Direksi BI tentang Transaksi Derivatif 

Peraturan dalam bentuk SIll·at Keputusan Direksi Bank Indonesia ~elaklJ 

Bank Sentral sebagairnana diuraikan diatas mempakan peraturan-peraturan 

administratif yang umumnya bersifat pengawasan dan preventif terhadap 
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kemungkinan kerugian yang dialami para pihak secara tidak w~iar. Maksudnya, 

bahwa sekalipun transaksi derivatif merupakan transaksi yang berisiko tinggi, 

nanlUn bank harus tetap berupaya untuk melakukan usalm-usaJla yang diperlukan 

guna meminimalkan risiko. Oleh karena itu, jika transaksi derivatif dilakukan 

untuk kepentingan nasabah, tidak selamanya unsur kerugian di dalarn transaksi 

derivatif dapat melahirkan tanggung gugat bagi bank, khususnya jika ada pihak 

yang dirugikan secara wajar, mengingat bisnis derivaiif ini memang merupakan 

bisnis yang berisiko tinggi (high risk) dan merupakaJl bisnis kalah menang (zero 

sum business). 

Hal ini dikarenakan transaksi derivatif ini merupakan suatu bentuk 

perjanjian untuk menjual atau membeli suatu jumlah asset tertentu (yang 

umumnya adaIah komoditi atau instrumen keuangan tertentu) dengan tingkat 

harga tetientu yallg ditentllkall Sekarallg untuk dilaksallakall pada suatu saat di 

111asa depall, malm hasil yang diharapkall diperoleh oleh para pihak dengan 

dibentuknya kontrak transaksi derivatif memang belum dapat dipastikan 

(didasarkan pada suatu keadaan yang belum pasti di masa mendatang), sehingga 

lebih bersifat untung-untungan. Selain itu, di daIanl transaksi derivatifjuga diakui 

adanya risiko pasal", yakni gejolak pasar yang tidak terduga yang mengakibatkan 

naik turunnya harga secara drastis yang berlawanan sepelii yallg diharapkall oleh 

pelaku transaksi. Unsur lairmya adalah pernyataan penerimaan risiko yang 

dinyatakan oleh pihak ketiga (nasabah) peserta kontrak transaksi derivatif 



34 

Meski demikian, j ika transaksi derivmif yang dilakukan untuk 

kepentingan na'3abah pada akhimya mellimbulkall kemgian yang sangat besar dan 

memballayakan posisi nasabah penyimpan dana, maka maka ballk tetap hams 

bel1anggung gugat arns dasal" perbuatan melanggar hukum sekalipun antam 

nasabah dan bank tidak terdapat hubungan kontraktual. Nrunun dalrun kaitannya 

dengan transaksi derivatif yang dilakukan demi kepentingall balIk, maka segala 

bentuk kerugian baik (wajar man tidak wajar) pihak bank tetap harus bertanggung 

gugat atas dasar perbuatan melanggar hukum. Sekecil apapun bentuk kerugian 

tersebut, jika pada akhimya ak311 mempenga11lhi posisi nasabah penyimpan d31la 

dalaIll rangka pengembalian dana yang telah dipercayakan kepada bank, maka 

pihak bank hams bertanggung gugat atas kerugian tersebut.. 

C. TANGGUNG GUGAT DALAl\{ HUBUNGAN KONTRAKTUAL 

Yang dimaksud de 11g311 transaksi derivatif adalah suatu kontrak 

(agreement) mengenai pembayaran yang nilainya mempakan tumnan dari nilai 

instrumen yang mendasarinya, seperti nilai tubr, tingkat suku bunga, komoditi, 

ekuiti, indeks, dan lain-lain, baik yang menyebabkan terjadinya pergerakan dana 

maupun y311g tidak menimbulk311 pergerakan d3113/instrumen. 31 Umumnya, Buatu 

Iransaksi derivatifterdiri dari : 

1. transaksi forward, yakni snatu pembeliaIl/pel~ualan yang aktual terhadap 

sejumlah tertentu barang berupa komoditi, sekuriti, valuta asing, dan 

31 Ibid., h. 1. 



instrumen tlnansial lainnya pada harga tertentu yang telah ditetapkan, tetapi 

penyerahan dari barang tersebut . dilakukan pada saa! tertentu kelak di 

kemudian hari.32 , 

2. trallsaksi option, yakni suatu hak, tetapi bukall kewajiban, uutuk membeli alau 

menjual atau membeli dan menjual sekaligus alas suatu produk komoditi~ 

produk finansial, produk ekuiti (saham) alau valuta asing, yang akan 

diserahkan dalam jumlah tertentu, dengan pembayaran pada harga tertentu 

pada suatu S&'1t tertentu di kemudian hari; 

3. transaksi swap, yakni pertukaran sesuatu dengan hutrulg finansial, yaitu suatu 

pertukaran timbal balik, baik mengenai suatu produk, aset pemsahaan~ tingkat 

suku bunga dengan suatu hutang finansial, atan mata uang, maupun mengenai 

produk, a<;et pemsahaan, tingkat suku bunga dengan hutang finansial atau 
t. 

mata uang lain. Suatu u'ansaksi derivatif dalam bentuk swap pada hakekatnya 

merupakan suafu kewajiban untuk saling menukar (tukar menukar) di mrula 

yang dipertukarkan adalah kewajiban pembayaran (seeara berkala), sehingga 

ketentuan dalam Burgerlijk Wetboek tentang tukar menukar tetap berlaku 

terhadap transaksi S'IIlO.P (pa<;al 1541 sampai 1546).:n 

Dalam kerrulgka sistem hukum perjru~iian di Indonesia, kontrak transaksi 

derivatif keabsahallnya bergantung pada terpenuhinya syarat-syruoat sebagaimrum 

tertuang di dalam pasal 1320 Burgerlijk Wetboek~ yaitu : 

a adanya kesepakatan; 

32 . !bid., h. 30. 
n IbJd., h. 31. 
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b. kecakapan; 

c. adanya hal tertentu; 

d. causa (sebab) yang halal. 

terbentur paJa UIlSlIr causa (sebab) yang halal. Hal ini mengingat transaksi 

derivatif dapat dikategorikan sebagai pel:.iaI1iian untung-untungan sebagaimana 

diatur di dalam pasal 1774 sampai dengan pasal 1791.34 Sebagian ada pula yang 

berpendapat ballwa : 

transaksi derivatif pada hakekatllya merupakan perjanjian asuransi atau 
pertanggungan, karen3 merupakan suatu perjanjian di mana suafu pihak 
dengan menikmati suatu pembayaran mengikatkan diri kepada pihak lain, 
ikatan mana akan membebaskan pihak yang bersangkutan dari kerugian 
atau ketiadaan keuntungan yang diharapkau, yang akan dapat diderita 
olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti?'i 

Menurut pasal 1774 Burgerlijk Wetboek, suatu perjanjian untung-untungan adalah 

suatu perbuatan yang hasilnya,. mengenai untung mginya,. baik bagi semua pihak, 

maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatn kejadian yang belum pasti. 

Sekalipun transaksi derivatif tennasuk pe~iaI1iian untung-untungan karena 

hasilnya bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu, namun tidaklah 

termasuk ke dalam perjanjian pel~iudian. :,6 Sebab jika transaksi derivatif ~Iianggap 

St~bagai pedudiall, maka akrul dianggap mengalldung causa yallg tidak halal 

padahal dalam praktek keberadaannya dan keabsahannya diakui dan akan 

34 ibId.. h. 40. 
35 Newsletter, Op.cit., h. 37. 
36 Ivlunir Fuady, C}p.eit., h. 41. 
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menimbulkan konsekuensi hukum yang tidak sesuai dengan hakekat tran,saksi 

derivatif, yakni : 

a. kontrak yang terjadi dalam perjudiall tidak dapat dipaksakan/dituntut secara 

hukutll. Jadi, pemenuhanuya hanya seem'a sukm"ela (pasal 1788 Burgerlijk 

Wetboek); ~ I 

b. manakala seseorang telah melaksanakall prestasinya, maka dia tidak boleh 

menuntut kembali apa yang telah dibayarnya itu (pasal 1791 Burgerlijk 

Wetboek). 

Keberatml lainnya untuk mengkategorikall trmlsaksi derivatif sebagai 

perjanjian perjudian adalah mengingat di dalilll1 p~laksanaall transaksi tersebut 

dikenal konsep "trading"?? 

Konsep trading inilah yang membedakan antara transaksi derivatif 
dengan dengan pennainan judi. Dianutnya konsep Arading 1111 

menUluukkrul ballwa trmlsaksi derivatjf tidak bersifat unt1:tllg-untungrul 
semata-mata, tetapi dapat diperhitungkan dan diprediksi secara rasional 
bahkan seem'a sistematis dml statistik, meskipun prediksinya dapat 
berubah-ubah. Untuk memperhitungkan pergerakan harga bahkan para 
pihak trader menggunakan analisis matematis (mathematical cha/1ing 
ana~ysis). Konsep trading dalam trilllsaksi derivatif antara lain mencakup 
elemen-elemen sebagai berih.'Ut : 
1. strategi trading; 
2. faldor perubalIaIl harga; 
3. analisis fimdamental (prinsipnya berdasm"kan ~--upply and de.rnand); 
4. mlalisis teknik; 
5. cara-caramengatasi kerugian; 
6. penentuan waktu (timing).38 

Sebagai perjanjian yang lebih bersifat untung-untungan dan digantungkan 

pada suatu keadailll tertentu di masa mendatang, maka bisnis transaksi derivatif 

37 Ji:liei., h. 42. 
3e ]bk:i. 
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merupakan bisnis berisiko tinggi (high risk) dan merupakan bisnis kalah me nang 

(zero sum business) sehingga tidak bisa lepas dengan kemungkinan terjadinya 

risiko ket"ugian?' Oleh kanma itu, secara administratif trallsaksi derivatif telah 

diatur dengan peraturan-peraturan administratif, yakni peratw'an-peratw'all ya,ug 

dik~luarkan .ol,?h Bank Indonesia selaku Bank Sentral, Peraturan-peraturan dari 

Bank Indonesia ini umumnya bersifat pengm·vasan dan preventif terhadap 

kemungkinan kerugian yang dialami para pihak secara tidak wajar, Mengingat 

tingginya tingkat risiko yang akan dihadapi oIeh customer bank dalam transaksi 

derivatif, maka pihak bank wajib memberikan petlielasan seem'a lengkap temtama 

mengenai risiko yang timbul dari transaksi tersebut (pasal 5 ayat (1) SK Direksi 

BI tentang Transaksi Derivatit). 

Dalam hubungan antara bank dengan customer (nasabah) dalam kontrak 

to 

transaksi derivmif seringkali dicantumkan tentang kJausuJa standrui yrulg tidak 

dapat ditru'ik kembali (irrevocable instruction) yrulg menyatakan bahwa «jika 

terdapat kerugi311, maka kemgian tersebut akan ditanggung oleh pihak ketiga 

(nasabah)." Hal ini merupakan upa.ya bank untuk membebaskan dirinya dari 

tanggung gugatjika terjadi kemgian. Klausul sbmdard semacam itu pada akhirnya 

akCUl memberikan peluang adanya penutupan konn-ak transaksi derivatif atw dasar 

kekhilafrul, paksaan, penipucul maupun penya1ahgunarul keadaan. QJeh kru'ena itu, 

secara kontraktual, pihak customer (nasabah) dapat mendasarkan pada dna alas311 

39 IbJd., h. 39. 



untuk dapat mengajukan tuntutan pembatalan dan ganti kerugian kepada bank, 

yakni : 

l. adallya cacat kehendak berupa kesesatan (dwaling), paksaan (dwang), atau 

penipuan (bedrog) sebagaimana diatuf di dalam pasal 1321 BurgerJjjk 

Wetboek; 

2. adanya unsur penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden). 

Unsur penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) juga merupakan 

salah satu bentuk cacat kehelldak. MellW'ut Niewenhuis, syarat-syarat adanya 

unsur penyalallgunaan keadaan meliputi :40 

a. keadaan-keadaan istimewa (bijzondere omstandigheden), seperti : keadaan 

damrat, ,ketergantungan, kecerobohan, jiv.,-a yang kurang waras, dan tidak 

berpengalaman; 

b. suatu hal yang nyata (kenbaarheid), yakni disyaratkall bahwa salah satu pihak 

mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain karena keadaan 

istimewa tergerak (hatinya) untuk menutup suatu perjaIyiaIl~ 

c. penyalahgunaan (misbruik), yakni salah satu pihak telah melaksanakan 

perj~jian itu walaupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa ia 

SehaIllsnya tidak melakukanllya; 

d. hubungan kausal (causaal verban), yakni bahwa tanpa menyalahgunakan 

keadaan itu maka peljanjian itu tidak akan ditut.up. 

40 Henry p, Panggabean, Pen)/alahgunaan KEadaan (.Misbmik van OmstarKifgheden) 
SeIJa.gai Aiasan (Ban~) l<ntuk Pembatakm Pet:.ianjian (Berbagai PerkemiJallgan l-ida.wl di 
Bela'1da), Liberty, Yogjakarta, 2001, h40. 
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Van Dunne membedakan penyalahgunaan karena keunggulan ekonomis dan 

keunggulan kejiwaan, yaitu :41 

a persyaratan-persyaratan untuk penyalallgunaan keunggulan ekonomis : 

1. Batn pihak hams mempunyai keunggulan ekoHomis terhadap yang lain; 

2. pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian. 

b. Persyaratan untuk adanya penyalallgunaall keunggulan kejiwaan : 

1. salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif seperti 

hubungan kepercayaall istimewa antara orang tua dan auak, suanli isteri, 

dokter pasien. 

2. salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak 

la\l\,"an, seperti :adanya. gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegaball, 

kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik, dan sebagainya 

Di dalam kontrak transaksi derivatif sangat dominrul untuk timbulnya unsw' 

penYflJahgunaan keadaan, karena seringkali timbulnya kemgian diakibatkall oleh 

seorang trader derivatif yang ceroboh, kurang hati-hati, tidak cermat 

memperhitungkan risiko, kurang berpengalaman dan memanfaatkan kurangnya 

pengetahuan dari pihak lawan tentang risiko transaksi derivatif 

Pada sistem hukum common law, penyalahgunarul keada.'lll (.rrtisbruik van 

omsta.ndigheden) dikenal sebagai undue injl1lf"J'!ce, yang menekankan pada 

adanya fiducial)' relationship. Sebagai pelv/ujudan hubullgau kepercayaall 

(fiduciary duties), bank yang menawarkan fasilitas kontrak trans aks i derivatif 

4J }bjd., h. 44. 
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harus benar-benar menekankan unsur itikad baik (good jGith) dan sikap 

keterbukaan (full and fai r disclosure). khususnya menyangkut risiko yang 

mUllgkill dihadapi oleh customer bank dalam kontrak transaksi derivatif 

Tanggung gugat pihak bank terhadap customer (pihak ketiga/nasabah) 

dalam kontrak derivatif akan sangat. sblit jika ditelusuri melalui tuntutan ganti 
.. I 

rugi 31as dasar wanprestasi. Sebab di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung 

Nomor 02 PKINI1999 tanggal 6 Apriil 1999. yang menyatakall bahwa transaksi 

derivatif bukan merupakan fasilitas pemberian kredit. Hal ini membawa 

konsekuen~i bahwa di dalam kontrak transaksi derivatif tidak menghamskau 

adaya kucuran dana/cash flow dari pihak bank kepada customer (nasabah). 

Sehingga kegagalan pihak bank uutuk menyediakan fasilitas yang dipet:.ianjikan 

tidak dap31 dikatakan bahwa mereka wanpresta.':;i. Sebab ini merupakan salah satu 

, 
bentuk risiko kredit druam transaksi9.erivatif: yakni risiko di mana salah satu 

piha!< yang telah mengikatkan diri dalam kontrak gagal membayar kewajibannya 

kepada pihak la1nnya, yaitu yang disebut dengan gagal serah alau gagal bayar. 

Sehingga pihak ketigaicustomer yang telah menyadari risiko yang mungkin 

timbul tidak dapat menuntut untuk dipenuhinya iasilitas yang dipel:janjikan atas 

dasar wanprestasi karena transaksi derivatif bukanlah iasilitas pemberian Ia"edit. 

Hal ini dapat kita lihat di daJam kasus an tara PT Sllryamas Dllta Makml1r Tbk. 

VS. PT Bank. Niaga. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung membeba-;kan PT Bank 

Niaga dari tuntutan ganti rugi karena tidak terbukti telah melakukan perbuatan 

melawan hukum dengan pertimbangan bahwa : 
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a transaksi derivatif bllkanlah merupalnm perjar~iian fasilitas kredit, sehingga 

tidal< harus ada kucuran danalctish flow. Terjadinya gagal serah/gagal bayar di 

dalam kontrak transaksi derivatifmernpakan snatn risiko yang harns diterima 

oleh nasaball/customer. 

I 

b. risiko kemgian tel~ I diterima oleh pihak nasabahfcustomer sebagaimana 

tertuang di dalam surat instruksi yang tidal< dapat dicabut kembali yang 

menyatakan bahwa "if there are any losses, losses will ~e absorbed by PI 

Suryamas Duta Makmur"; 

D. KONSEP IANGGUNG GUGAT BANK SEBAGAI BADAN HUKUM 

DALAM KAIIANNYA DENGAN PRINSIP "PIERCING THE 

CORPORATE VEIL" DAN PRINSIP "FIDUCIARY DUTIES" 

'0 
Dalrun rangka pembangunan Indonesia, perbankan Indonesia diberi 

penman yang strategis sebagaimana ditegaskan di dalam petuelasan umum 

Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1992 t.entang Perbankan yakni sebagai salah 

satu sarana dalam menyerasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari 

trilogi p embangu nan, yaitu pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi 

dan stabilitas nasiollal. Penman ini ditegaskan pula di dalam pasal -i Undang·· 

Undang Perbankan yang seiengkapnya menyatakan : "Perbrulkan Indonesia 

bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkmkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nllilional ke arall 

peningkatan kesejahteraan rakyat banyak." Sektor perbankan memiliki POSlSl 
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strategis sebagai lembaga intermediasi dan penulliang sistem pembayaran suatu 

negara Perbankan menduduki posisi yang cukup penting dalam rangka 

pemba.ngunan ekonomi suatu negara Di dalam peqjelasan Undang-Undang 

Nomer 10 TallUn 1998 tentang Pel1lbalmll atas Undang-Undallg Nomer 7 TallUll 

1992 ditegaskan bahwa perkembangan ekonomi nasional dewasa In} 

menmljukkan arab yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan 

internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang 

menguntungkan. Sementara itu, perkembangaJl perekonomian nasional 

senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Terlebih 

lagi dengan munculnya praktek-praktek transaksi derivatif sebagai suatu bentuk 

transaksi yang beresiko tinggi (high risk). 

Perkembangan produk pa'3ar finansial intemasional dalam bentuk transaksi 

derivatif apabila tidak dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian 

pada akhimya akan mendatangkan kerugian bagi nasabah. Padahal sebagaimana 

diketahui, kemauan masyarakat(nasabah) untuk mellyimpan dananya di bank 

semata-mata dilanda'3i oleh kepercayaan bahvv'a uangnya akan diperoleh kembali 

pada waldunya dan diseliai imbalall ja'3a belllpa bUllga Pellgalaman 

menmljukkan bahwa bank di Indonesia maupun di negara-negara lain teJjadinya 

suatu peristiwa dimana bank yang mengalami kesulitan keuangan terpaksa harns 

ditutup sehingga merugikan masyarakat karena sebagian atau seluruh dananya 

tidak dapat diperoleh kembali. Apalagi dengan semakin berkcrnbangnya 
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transaksi perbankan modem saa! ini, seringkali terjadi kehancuran perbankan 

sebagai akibat kekalahan transaksi derivati£ 

Kenyataan yang demikian menimbulkall permasalahan yang menyangkut 

tanggung gugat perbankan terhadap nasabahnya. Oleh karena itu, dalrun rrulgka 

pelaksanaan transaksi derivatif telah ditentukan rambn-rambn yang harns ditaati 

oleh perbankan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Direksi BI 

Nomer 28/119/KEPIDIR tertanggal 29 Desember 1995 tentang Transaksi 

Derivatif selta Surat Edarrul Bank Indonesia Nomer 28/151UD tettanggal 8 

Febmari 1996. Ranlbu-ranlbu tersebut pada hakekatnya juga merupakan 

pewujudan asas kehati-hatian bank (prndential banking) sebagaimana diatur di 

dalam Undang-Undang Nomer 7 Talmn 19902 tentang Perbankan jo. Undang-

Undang Nomer 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 7 

Tallun 1992. 

Pel1na~alahall tanggung gugat bank berkaitan erat dengrul kedudukan bank 

sebagai snatu badan hukum. Sebagai suafu badan hukum, maka tindak<H1flji(i akan 

senantiasa dilak'Ukan oleh atau melalui pengurus. Hal ini berbecla dengan subyek 

hukum mallusia sebagai pribadi yang dapat bertindak secara pribadi. Tindakan 

para pengurus tersebut dipettanggungjawabkan kepada badan hukum sehingga 

dapat dikatakan ball\I;'a badan hukum terikat pada tindakan pengurus. 42 Oleh 

karena itu di dalam pasa1 16 ayat (2) jis pasal 17, pasal 38 selia pasal 39 Undang-

Undang Nomer 7 Tahun 1992 tentang Perbankan antara lain disebutkan ballwa 

42 Tim BPHN, Penelitian HJ.:um tentang Aspek l-L.ku.m Perb:lI1ggU'78./awaixzn B:lI1k 
Terhadap Nasabah, BPIDi, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta, 1995, h. 57. 
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direksi dan dewan komisaris pada hakekatnya disebut sebagai pengurus dan 

diserahi tuga~ untuk memimpin/rnengurus bank. serta rnempunyai tangguugjawab 

atas segala usaha yang dilakukan oleh bank. Sebagai wakil yan~ bertindak untuk 

dan atas nama, bank, maka para pengums dalam melaksanakan tugas drui 
, 

wewenangny~ harus sesuai dengan undang-undang dan anggaran dasar bank 

sebagai perseroan. 

Dalrun hal terjadi kerugian yang diderita oleh pihak ketiga (nasabah). 
seeru-a hukum brulk akrul bel1rulggung jawah dengan segala akibatnya 
Dengrul demikirul perbuatrul pengurus pada dasrullya adalah perbuatrul 
pel\vakilan. Pada hakekatnya pern'akilan adalah pengalihan tanggung 
jawab di rhana bank sebagai pihak yang memberikan kuasa adalah suatu 
badan hukum sehingga berdasarkan prinsip ini bank harns bertanggung 
ja\vab dan terikat kepada tindakan pengurus. 43 

Peranan pengurus di dalam perseroan modern, terutama peranan direksi, sangatlah 

penting karena seluruh kegiatan operasional perseroan berada di hmgan direksi . -

yang diawasi oleh komisru-js. 

Mengingat pengurus perseroan hukanlah pemegang saham atau, setidak­
tidaknya pemegang saham mayoritas. maka terhadap anggota 
pengurus/direksi tidal< saja dituntut hams memperhatikan kepentingan 
perseroan, tetapi juga dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan baik 
dan penuh tanggung jawab. Di samping itu, setiap anggota p€'ngurus 
dituntut pula untuk mel~ialallkaH lugasnya st."cara waksimal susuai 
1""11~'Tlr)'tnrlll\"l (l.'II (j"I1("II' (i,'I"11"j""I" "1'K;"l'1 h~l·lnll-l"l'lji'l" "allC' il"llgO'l" h ...... .. 1t '& t t'l.~ _ ~ ...t4'..1 0..: .... ,~( 1 ..J 0:. ll...U.t-_ '.' 4' i· ~_--I <l... (. (,II, ]~·o .. b) 

gUlIel mellgliindm-i teljadinya kemungkinall kel1lgirul bagi perserorul (duty 
ot~.,.b:i1i (~""(.f c.'~r'·') 44 (11 ')40) _j ~."' . .!.""l- t..}~ (. H ... t::. _ • L,; 

Dirullltnya prinsip ".fIduciary dulies" sebagaimana ditegaskrul di dalanl pasal 85 . 

10. Pasal 98 Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka apabila di dalam 

43 Ibid . 
•• Muchyar Yara, "Prinsip-Pt-i;1Sip Sistem Perseroan Terbatas menumt Undang-Undang 

Norner 1 Tahun 1995", Hu.J..:wn dan Pembangu.r/l:1J1, Universitas Indonesia, Jakarta, Nomer 3, 
Tahun XXV, Jlmi, 1975, h. 45. 
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menjalankan tugasnya ternyata pengurus perseroan terbukti telah melanggar salah 

satu atau beberapa rambu-rarnbu yang ditentukan dalam pelaksanaan transaksi 

derivatif, misalnya kemampualluya (skill) rendah/tidal< memadai atau 

sembronolkufatlg hati-hati di dalrun melaksrulakall u'ansaksi derivatif, maka 

terhadap anggota pengurus yang bersangkutan dapat dituntut untuk bertanggung 

gugat sanlpai hatia kekayarul pribadinya untuk menutupi kerugirul yatlg dialruni 

perseroan, (baIlk), 

Oleh kat'ena kedlldukatl bank sebagai suatu persel:oan terbatas merupakan 

suaiu badan hukum yang mempunyai hak drui kewajiban sebagaimana layaknya 

pribadilperoraIlgan (subvek hukum). maka pertanggungjawabaIUlYa. terbatas d.atl . -
ada pada bank sebagai badan hukum dan bukan pada pengurus/pernilik bank. 

Sistem pertanggungjawaban terbatas ini diatur di dalam pasal 3 ayat (1) Undang-

Und311g Nomer 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yatlg menegaskan 

bahwa pemegang saJUUl1 perserorul tidak betiatlggung jawab seem'a pribadi atas 

perikatan yang dibuat alas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas 

kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya 

Nannm, dalam perkernbangatmya, prinsip tersebut tidak lagi bersifai 

lllutlak. Dimana dal3111 keadarul-keadarul tettentu secara luas telah pula diterima 

prinsip "piercing the corporate veil", yrulg membuka kemungkinatl pemegatlg 

saharn perseroan dirnintakan p~rtanggungjawaban yang lebih besar daripada 

sekedar besarnya saham yang dimilikinya Artinya disini pemegang saham 

perseroan dapat dimintakan pertangguugjawabatlllya secara pribadiltatlggung 
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renteng (faint liability) sampai haria kekayaan pribadinya atas kerugian yang 

diderita perseroan jika terpenuhi keadaan-keadaall tertelltu yang ditetapkan oleh 

peraturan perundang-undangall yang mengaturnya Hal ini telah ditegaskan di 

dalam pasaJ 3 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas. 

Sekalipun melalui prinsip "piercieng the corporate veil» maupun prinsip 

"fiduciary duties" terbuka kemungkinan bagi pengurus maupun pemilik bank 

bertanggung jawab secara pribadi, namun hal ini tidak menghapuskan tanggung 

gugat bank itu sendiri sebagai badan hukum. HaJ ini didasarkall,pada pasaJ 1367 

ayat (3) Burgerlijk Wetboek, yang menegaskan bahwa : majikan-majikan dan 

mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urnsan-Ufusan mereka 

arau bm·vahall-ba:,valmn mereka dalam meiakukan pekerjaan untuk mana orang-

orang itu dipakainya. Konsep tallggung gugat berdasarkan pasal 1367 ayal (3) 

BW'gerlijk \rVetboek tersebut merupakan tallggung' gugat berdasarkan fisiko 

(Risico aansprak.-el~lkhcid).4~' 

Dapat disimpulkan balmra bank sebagai suatu badan hukum yang 

berbentuk Perseroan Terbatas {PT) bertanggung gugat ata') segala perikatan yang 

dibuat dengan pihak ketiga (nasabah), sekalipun apabila tetjadi kesdlahrul 

pengurusrul dru'i pru'a pengw·us. Jadi seiumh hruia kekayacm perserorul dan hruin 

kekayaan pribadi dapat dUadikan slimber pelunasan lIutuk pembayaran tuntutan 

ganti rugi pihak ketiga Namun, terdapat batasan tanggung gugat pengurus dan 

45 Rangkuti, Siti Sundar-i, Op.cit., h .. 279, dikutip dari J.H. N;~;uwenhui;;, Ho,yfd7tukken 
VerbintentHSet1redJi, Kluwer-Deventer, 1974, h. 160. 
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pemilik bank, yakni hila perbuatan melm\l"an hukum itu menylmpang dari 

anggaran da':lar/anggaran rumah tangga maupun peraturan penmdang-undangall 

(tennasuk petunjuk tekhnis) yang berlaku, maka bUlggung jawab 

pengurus/pemilik disamping modal yang disetof, juga sampai harta kekayaan 

pribadi (tanggung rentengijoint liabili~)i). Sebalikny~ jika perbuatan /yang 
~ r 

me ngakib atkan kerugian tersebut tidak bertentangan dengall anggarall 

dasar/anggaran rumah tangga maupun peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, maka tanggung gugatnya terbatas hanya sebesar modal yang disetor ke 

dalam perusahaall. Pengul1ls dan pemilik brulk dalam pelaks311aan trallsaksi 

derivatif yang melawan hukum/tidak sesuai dengan rambu-rambu yang telah 

ditetapkan di dalam peraturan perund~U1g-undangall dapat pula dikellakan sanksi 

pidana dan sanksi adminish·atif sebagaimana diatur di dalanl pasal 49· ayat (2) 

huruf(b)jis pasal SO, maupun pasal so A, dan pasal 52 Undang-Ulldallg~omer 

10 Tahun 1998 tentatlQ Perubahatl atasUndatlg-Undang NomeI' 7 Tahun 1992. 
~ ~ ~ 

Jadi berdasarkan prinsip penNakilan tersebut diatas, maka bila dalam proses 

pembentukan transaksi derivatif terjadi kekurangtelitianlkesalahan yang 

mE'uyebabkau tE'rjadinya kCl1lgian, 111aka yang beliaugguug jmvab adalah bank 

sebaga.i badan hukum, para pengurus selia pemegatlg saham/pemilik bank secara 

tanggung renteng (loint /iabihty). 
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II. UPA YA BANK UNTUK MEMINIMALKAN RISIKO DALAM 

KONTRAK TRANSAKSI DERIVATIF 

Bisnis transaksi derivatif merupakall bisnis berisiko tinggi. Namun di lain 

pihak tansaksi derivatifjuga dapat memberikan kenutungan yang besaJ:". 

Terhadap jenis transaksi tertentu, transaksi derivatif bahkan sangat 
beITIlaniaal. daIl werupakall snatu kebutuhan dalam praktek, yaitu bagi para 
pillak yang abm !1lc·l'lkukall transaksi d,,>ri\."atiJuntuk kepentingall lilldung 
Ildai (hedging), ~ehingga pihak iersebut dapat terhindar misalnya dari 
risiko flukiuasi maia uang atau fluhiuasi tingkat suku bunga 46 

Mengingat transaksi derivatif berisiko tinggi, maka camprn' tangall sektor hukum 

sangat strategis dalam rangka meminimalkan risiko yang mungkin muncul dalam 

transaksi derivatif Perin adanya peratnran perundang-undangan untuk mengatur 

pelaks8naan bisnis trallsaksi derivatif Beberapa risiko dari transaksi derivatif 

• 4":' 
dI<Ultanmya: { 

a. fisiko hukum, diantaranya : kontrak tidak mempunyai kekuatrul hukum. 

b. fisiko pasm', scbab pasaI' juga meiJyimpall risiko yang sfUlgat besar. Gejolak 

pasar yang tidak terduga yang mengakibat.kan naik I.ufllnnya harga secant 

drastis yang berlawanan sepeiti yang diharapkan oleh pelaku transaksi; 

c. risiko operasional, yaitu risiko dalam transaksi derivatifyang terjadi pacta saat 

pelaksanaan transaksi derivatif, sepetii : mismanagement,. tidak memadainya 

.rnanpower, pt'ngt'ndnjinn intern yang tidnk baik, dan Jain-inln; 

d. risiko kre(lit. 

461vfunlr Fuadv, OJ).Clt .• h. 4~"';. 
47 ]bki, h. 45.- . 
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Oleh karena itu, untuk meminimalkan risiko dalam transaksi derivatit~ maka pihak 

bank hams bertindak berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudential banking 

Sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian, maka 

perbankan Indonesia dalam meIlialankan kegiatan usahanya harus menetapi 

nunbu-rambu kesehatan b~mk (prudential standards), antara lain ;4& 

L Pembatasan usalla bank, yaitu bank hallya diperkenankan untuk melakukan 

• kegiatall-kegiatan us aha yang dirinci dalarn pasal 6 dan pasal 7 Undang-

Undang Nomer 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diuball dengan Un dang-

Undang Nomer 10 Tahun 1998; 

2. Bank dilarang melakukan penyertaan modal pada pemsahaan bukan bank dan 

bukan pemsallaatl di bidang keuangan; 

3. Bank dilarang melakukan usaha perasuransian (pasal 10 hurufb); 

4. Dalrun memberikan kr~dit atau pembiayaan berdasru'krul prinsip syariah dru} 

melakukan kegiatan usalla lainnya., bank wajib menempllh cara-cru'a yang 

tidal< merugikan bank dan kepentingan nasaball yang mempercayakan 

dananya kepada bank; 

5. Bank dalam memberikan kredit hams melakukan analisis la-edit berda<;ark<Ul 

pendekatn the five C's of Credit {pasal 8 ayat (I), yakni dalam memberikan 

kredit, bank \vajib Illelllpunyai keyakinrul berdasru'kml analisis yrulg mendalam 

atas itikad dan kemampuan Oserta kesanggupan nasabah debitor untuk 

48 Ib!et, h. 15. 



melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan (anal isis atas unsilr-

unsur character, capital, capacity, conditions dan collateral); 

6. Bank dalam memberikall la-edit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah 

harus memberhatikall Analisis Mengenai Dampak Lingkungah (AJ\lIDAL) 

(Penjelasan pasal 8 ayat (1)~ 
, , 

7. Bank wajib memiliki dan menerapkan pedoman perla-editan dan pembiayaan 

berdasark~ prinsip syariah (paoml 8 ayat (2), yang meliputi : 

n_ pemberiml J{redit atan pembiaymm berdasarkall prlnS1p s\'ariah dibuat 

b. kUlk hat11R memiliki keyakinan aias kemampuan dan kesanggupan 

nasabah debitor yang antara lain diperoleh dari penilaian yatlg seksama 

terhadap watak, kemampuan, modal, agunan cJan prospek usaha dari 

nasabah debitor; 

c. kewajiban bmlk untuk menyusun drul menerapkrul prosedur pemberi3n 

kredit atau pembiayaan berdasarkatl prinsip syariah; 

d. ke\;vajiban b~mk untuk memberikan informasi yang jelas mengenal 

prosE'dur dan persyat-alan hedit atau pembiayaan berdasarkan prinsip 

e. Im'mlgan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan 

prinsip syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitor 

dan mau pihak-pihak terafilia-;i; 

f penyelesaian sengketa 
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8. Bank dalarn memberikan kredit waJib mematuhi Batas Maksimum Pemberian 

Kredit (BMPK); 

9. Bank tidal< boiell melampaui batas Loan to Deposit Ratio (LDR) yang telah 

ditetapkrul oJeh Bank Indonesia; 

10. Bank wajib memelihara keclIkupan modalnya tidal< kurang dari batas Capital 

Adequacy Ratio (CAR) atau ke\vajiban penyediaan modal minimum bank 

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia~ 

1 L Bank \vajib memperhatikan batas POSISI netto (Net Open Position) yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia; 

12. Bank wajib memperhatikan ketentuan mengenai Batas Giro Wajib Minimum; 

13. Bank di\vajibkan untuk men£umumkan neraca dan perhitungan laba rugi 

dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (pasal 35 dan 

36 Undallg-Und3ng Perbrulkrul). 

Selain itu, rambu-ralllbu pelakSallaaJl trrulsaksi derivatif seem'a administratif telah 

dilentukan di dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No mer 

28/l19/KEP/DIR tentang Transaksi Derivatif dan Sura! Edaran Bank Indonesia 

Nomer 28/1S/UD. Prinsip kehaJ:i-haJ:ian dalam pengendalian risiko dallliIl 

lransaksi derivaiif telah ditetankan oleh Brulk Indonesia. Vrul~ dilakukml denll:an .. I _ ,_. , __ 

cara-cara sebagai belikut :,.9 

49 Ibid., h. 45. 
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a bank harns mempunyai pedoman terhadap transaksi derivatif, pedoman mana 

haruslah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari direksi dan komisaris bank 

(pengawasan ganda); 

b. penentuan batas-batas kewenangan bank dalam melakukan transaksi derivatif; 

c. ke'iNajiban memberikan laporan berkala (mingguan) kepadaBank Indonesia.' 

Sechmgkan pengawasan/pengendalian risiko terhadap transaksi derivatif untuk 

kepentingan nasabah, khususnya dalam hal transaksi yang tidak diikuti oleh 

pergerakan danafinstrumen, dilakukan dengan batasan-batasall yuridis 

sebagaimana diatuf di dalam pasal 9 jo pasal 10 Sill·at Keputusan Direksi Bank 

Indonesia ten tang Transaksi Derivatif, yaitu sebagai berikut : 

3. Margin deposit, yakni deposito wajib yang akan dipergunakan khusus untuk 

menutupi kerugian-kerugian yang mungkin timbul dalam transaksi margin 

trading atau suatu deposito yang disimprul oleh nasaball pada ballk yrulg 

ben;~Ulgkutan eli mana setiap transaksi margin yn1\~" dilakuk:'lll L\!~ll b::nk 

minimal 10 '}(I (sepuluh persen) dart pagu transaksi derivatif hams disediakan 

oleh nasabah; 

b. 50 °'0 (lima puluh persen) dari rnargirc depo}'1t mempakan besilll1ya 

rnaintena,r,'ce ,margin, yakni batas maksimllm yang dapat dipergunakan oleh 

bank dalam melakukan transaksi derivatif dengan berpedoman pada besarnya 

margin deposit yang terseciia, Jika sudah sampai pada batas maksimum 

tersebut, maka bank harus melakukan margin call/pemberitallUan bah"va 
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perdagangan margm telah sampai pada bats maksimum sehingga margm 

deposit hams ditambah agar bisa me1ruuutkaIl permainan traIlsaksi margm. 

Apabila setelah dilah'Ukan margin 'call, margin deposit tidak juga ditamball, 

maka pihak dealer yang meJakukan Inlllsaksi akall mengakhiri trrulsaksi 

margm. 

c. manakala mru'gin deposit ielah mencapat maintenance margin, rnaka bank 

yang bersangkutan harus melakukan rnargin call kepada nasabah; 

d. penghenli:'l11 kegiatan tratlsaksi derivatif 11lltuk kepentingan nasabah matlakala 

s\.~tela.h dilah'1lkan margin call, nasabah tidal< melakukatl setorall tambahall 

selambat-Iambatnya pada hari kerja berikutnya, maka transaksi derivatifharus 

dihentikan dengan cut loss, yaitn suatu tindakan menghentikan transaksi 

derivatif karen a sudah menderita kemgian sampai kepada batas tertentu dan 

sud all dimintakatl penamhallall margm deposit tetapi tidak ditatnbah oleh 

pihak nasabah; 

e. lap~)r:u) berkala (mingguan) oleh bank kepada nasahall mengemH POSISI 

transaksi derivatit; 

f Iaporan khusus (insidentiI) olE'h bank kepada na<;abah rnanakala po~jsi Ila.sabah 

diallggap cukup krusial. 

Jadi daJam hal ini han18 diupayakan adanya ket~rbllkaall (filU andfair disci()si.J.re) 

te:rhadap nasabah tentang risiko yang akan teljadi dan tnmsaksi derivatif Selain 

itu, dalarn rangka mengelola deU! mengendalikan risiko transaksi derivatii; setiap 

bank wajib rnernpunyai fungsi pengelolaaIl risiko sebagaimana diatur eli dalanl 



Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomer 2811 19!KEP/DIR, yang meliputi 

kegiatan-kegiatall sebagai berilmt :50 

a identifikasi dan kurultitlkasi risiko, yaitu kenalilah dan hitunglah seem"a baik 

terhadap risiko yrulg mungkin timbul dalam transaksi derivatif yang akrul 

dilakukan ; 

b. Pembatasml risiko; ~ I 

c. Prosedur kegiatan dan sistem informasi, yang meliputi sistem infonnasi 

hm"us jelas, informasi disampaikrul kepada matlaJemen secara mtin, tepat 

waktu drul akunu' dml informasi mencakup rekomendasi selumh trallsaksi 

yang dilakukan, status transaksi, pengecnalian-pengecnalian dari persyaratan 

atall pelangganm terhadap kebijaksalla311 atau terhadap prosedur trallsaksi 

derivatif 

d. Sistem pemantauan risiko, yang dilakukan melalui proses evaluasi yang 

meliputi : evaluasi Sl'car3 l1ltin ·U.'rhadap polensi kerugian elru} keuntungml, 

evaluasi mengenai kepaiuhan terhadap ketentuan yan,g, teJah diteiapbn, lwsil 

1. pemerikrmm} internaJ harns dilah'lJkan sc~cara berkala, minimal setahull 

sekali; 

)0 Ibid" h.4S, 
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2. prosedur pemeriksaan internal harns dibuat secara tertulis yang minimal 

berisi : ketaatan kepada ketentuan yang berlaku, ketaatan terhadap 

kelengkapan dokumen, kebenaran, ketepatan dan keakuratan laporan, 

keamanan penyimpanan dokumen, selia keamanan sistem operasionaJ; 

f Pelaporan, dengan stan dar minimal harns mencakup posisi harian per 

CUITetley, volume dan jenis transaksi, selia laba I1lgi, baik yang telah efektif 

maupun yang potensial. 

Selain itu, daJam rangka meminimaJkan risiko akibat trallsaksi derivatif, bank juga 

harus membenahi hal-hal yang berkaitan dengan : 

a. stmktur organisasi, yakni : 

1. unit kerja yang melakukan transaksi derivaiifharus seeara jelas dan formal 

tercantum dalam strukinf organisasi bank; 

r\erivatif d~U\ iOt'kalig.lls dapat lIlellJ<JllJtn kerallHSia<lll, kebenaran serta 

keamanall trammksi. 

h. sistem akuntansi, yakni bank harm: rnemiliki sistern akuntansi yang memadai 

darl mengacu pada SLandar Khusus Akuntansi Perbankan Indonesia (SKAPI) 

dan Pedomall Akuntansi Perbankan Indonesia (P r\PI). 

c. Sumber daya manusia. yakni : 

::I. bank hams m~lletapkan secara jela" persyaratan jabatan bagi pelaks3n::t 

transaksi derivatif Pelaksana transaksi derivatif lIm'us mempunyai 



pengetalman operasional dan pengalaman yang memadai serta memahami 

ketentuan-ketentuan di bidang transaksi derivatif; 

b. bank hams menetapkan rincian tugas, wewenang dan tanggung jawab 

pelaksana~ 

c. bank hanlS selalu meningkatkan kernampuan dan v-Iawasan sumber daya 

manuSla. 

Selanjutnya ditega.skan pula di dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, 

bahwajika tnmsaksi derivatif dilakukan untuk kepentiilgan nasabah, maka dalam 

gUideline (pedoman operasional) harus memuat : 

(1) penjelascln kepada nasabah tentang risiko (risk statement disclosure); 

(2) informasi yang lengkap yang dimuat dalarn kontrak dengan nasabah; 

(3) kontrak ditandatangani oleh pl?jabat bank yang belianggungjavvab. 

Sedangkan jika tnHlsaksi derivafif dilakukaB bt1k~lll untuk nasabah, melainkan 

untllk b~l1Ik sendiri,. lIlaka harl1s dipeliuhi hal-hal yaitu : ~l 

1. memperhitnngkan risiko (kemgian) yang tiInbuJ deng.U1 modal bank sendiri; 

2. sehap jenis derivatifharus diukllf risikonya; 

3. inllumksi derivatif yang di lakukan oleh cabang bank harus dihitung secara 

independen; 

4. setiap posisi delivarif hm"us dilakukan IIw.rk to market seem"a periodik, 
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didasarkan alas kurs pasar pada setiap akhir hari kerja bagi posisi yang masih 

terbuka untuk mellentukan kerugian atau keuntungau; 

5. bank wajih melakllkan analisis situasi dan senti men pasar IIntuk menghadapi 

";.'gala h~mllngkjnH!l yang paling bnruk dari posisi transaksi derivatif yang 

masih terbuka. Anahsis tersebut hams dapat mengkuantifikasi besarnya 

kerugillil potensial yang dapat timbul dari trllilsaksi derivatit; 

6. pembata.,an risiko hams tercermin pada bata"aIl kerugillil yang ditentukan 

dengan mengacu pada seberapa jauh kemampuan modal bank untuk dapat 

menyerap kemgian yang timbul; 

7. bllilk \'vajib menghitung posisi trllilsaksi derivartifberdasarkan mark to market 

secara rutin berdasarkllil nilai yang berlaku di pasar; 

8. apabila bank mempunyai lebih dari saiu unit hrja operasionai, maka bank 

perin menetapkan "global limit" untuk setiap transaksi derivatif yang 

dilakukatl. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. KKSIMPULAN 

(a) Sistem tanggung gugat (liabiliz}') bank terhadap n3sabah dalam kontrak, 

• I 

transaksi clerivatif clapa! clidasarkan pada hnbungan kontraktual rmmpun atHH 

dasar perbuatan melanggar hukum (!.)rt). Benhsarbn prinsip p8nvakibm, 

jib pelaksfUiaan tnHlsflksi deriv3tif meligandulIS llllsur kesaluli,lH, ntaka 

yang bl~Ii:anggung gugat atas kerugian tersebut adalah bank sebagaj hadan 

hukuru, para penguflls seria pemegang sahamipemilik bank secara bersanla-

samaltanggung rentcng (foint liabjli~y). 

(b) Transaksi derivatif sebagai transaksi yang berisiko tinggi (high ris/..-), maka 

bank dalam melaksanakall tnUlsaksi derivatif Iiams diJasarkan pada a,'.m,,? 

dalmn Undang-Umi<Ulg NomeI' 7 Ta11l1Il 1992 dail UndaJJg-UlIdang Nomer 

10 Tahun 1998 tetntang Perubaluill aLas Undang-1Jndang Nomer 7 Tahun 

1 ~92, selia rambu-rarnbu peiaksanaan tnU1saksi dBrivaiif sebagairmUl<l diatur 

di daJam Sm-al Keputusan Direksi Bmlk Indonesia Nomer 28/1 19/Y..EP/DJR 

d~Ul Sural Edaran Bank Indollesia Nomer 28/15/UD. 
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2. SARAN 

(a) Pengaturan tentang transaksi derivatif dan lllang lingkup tanggung gugat 

bank terhadap nasabah daJam transaksi derivatif seharusnya tidak hanya 

dituangkan daJam bentuk Surat Keputusan Direksi Bllilk Indoll~sia,. tetnpi 

harus dituangkan dalam bentuk undang-undang untuk lebihmeruanull 

kepastian hukum dalam pelaksanaan transaksi derivatif • I 

(b) Pengadilan seharusnya dalam memutuskan perkara berkenaan dengan 

transaksi derivatif tidak hanya belvijak pada adanya pernyataan penerimaan 

risiko dari pihak nasabah daJam kontrak Iransaksi derivatit: tetapi juga hams 

berpijak pada bagaimana terhentuknya pernyataan risiko tersebut, apakah 

mengandung unsur sebagaimana tertuang eli dalam pasal 1321 Burgerlijk 

Wetboek, ataukah mengandung unsur penyalahgunaan keadaan (tidak 

dida'-:ark()J) atas itikad baik!good./(uth). 

(c) DaiaHi hal trammksi Jerivatif dilah'1lkan oleh bank demi kepentillgail nasabah, 

maka pihak nasabah dituntut untuk be11indak hali-haji sehelum 

penan.daiangan kontrak berdasarkall atas prinsip dut': dIligence. 



DA.FTAll Pl'STAKA. 

,-\211;, '{ udlill iknlOko, Pt'uE.>:llIbangcul Kontrak "'vVin- Vi.-'iu" di Dania Bisnis," 
Anuia, Vol. 2, No.1, Janum-i, 2000. 

ButiE'l'.vorihs Concise, Australian Legal Dictionary, 2nd edition, Buttelvlorths, 
Australia, 1998. 

l\·1uchyar Yara, "Prinsip-Prinsip Sistem Perseroan Terbatas menurut Undang­
Undang Nomer 1 Tahun 1995", HuJ:um dan Pembangunan, Universitas 
Indonesia., Jakarta, Nomer 3, Tahun XXV, Juni, 1975. 

MUlIir Fuady, I-Iu.hu·.i[ Perbo.n.ka.n 2~lodern, cetakall I, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 2001. 

Ne'~'Sletter, "MenyoaJ Keabsahan Transaksi Derivatif', NC11'sletter, No. 
37!X/luni, 1999. 

P ~t. IJ P r, " r.- 1 (".f" 1 . 1 ') ~ ,. J 7 ' <lnggaoeau, lenr), ., J'enyatangunaan l~eaaa.an .J.V.J.JS!Jl l7llK van Lm&a.nmg zeaen) 

;)ebagai Alasan Bam untuk Pembatalan Perjanjian (Berba<:!ai 
Pe:·4oei!lbc..;;·gan Hf~l:um di Bdanda), Liberty, Yo,gjakarta, 2002. 

TI)011('lrlJ~I' ~'~!l' <""I}(t""U'j' T--... T-i'.1," .. ",\\ r~'"tolT"Jf-Io''''1~~ f,1~'<I' r""f:,1)1~'(·1't~\.""{·fy.\(·f;-fl·\ r111 .. -.t~""'}\"'~"·.f~1 
\.(1 b \. i.", •. )l t).U JC , J.l .... -L.'\t..~.'.f! 4·_·.I"':c:.."o-~'~"LbU."! ~t\t..!. l.:.L!..'.!.J t.').- .... ) i..'{' .,L .... !. ..!... •• \.!~~.,.,.l~ .. {.bl;-..(! 

I)iJslona/, \~d.i"i kedua, AirIangga lTniver~ity Press, SlIrabaya, 2000. 

Schaber, D. Gordon &. D. Rohv .... er, Chmde, C~mracts, SL Paul ~\linn, 3ih edition. 
1990 

TUB BP.l:l.N, JipilHpin oieh Djoko rhL'Ouki,. ZUWL "PeIlgkajian Hukum !entang 
MaJ':ahul Hukum chtlam Tram:aksi DerivatifPerdagangan Saham", BPI-IN, 
Depkell RL JakaJ1a, 1996.0'} 997, 

-------------- dipiwpin oJeh Arie SundaIi "Penelitian HukHm tefli~Ulg Aspek 
HukuiH Pelimiggungjmvaball Bank terliaciap Nasabah", EPliN, Depkell 
RI, Jak::uiH .. 1995. 

Trisadini Prasastinah US<:ffiti, Pt":l:la.l1jian l'embiayaan ~/arQh di Ling.hu7g.1.11 Balli,' . 
::"~yarfah, T~sis, Program Pasc3sru:iana, UBiversitas Airlmlggu, Surabaya, 
2001. 



Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun XV, No. 178, Juli, 2000. 

Yohanes Sogar Si m2J1lora, "Tllllggllng GlIgat Produsel1 dalam Industri Real 
Estaf' , 'Yu ridika, No.2 dan 3, Ta.hull XII, Ma.ret-Juni, 1997. 

Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1992 tentangPerbankan. 

Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atag Undai1g-Undang 
Nomer7 TaJmn 1992 tentang Perbankan. 

Sural Keputus<Ul Direksi Bank Indonesia Nomer 28/119!KEPJDIR tertru'1ggaJ 29 
Desember 1995 tentang Transaksi Derivaiif 

Surat Edaran Bank Indonesia Nomer 28115/UD, tertanggal 8 Feblllari 1996. 

I PAME--AN 

-1 ~ ~ . 


	JUDUL
	RINGKASAN
	DAFTAR lSI
	BAB I PENDAHULUAN
	BAB II TINJAUAN PUSTAKA
	BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
	BAB IV METODE PENELITIAN
	BAB V PEMBAHASAN
	BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
	DAFTAR PUSTAKA

